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ABSTRAK 

 

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan(Field Research) dengan 

judul “Analisis Yuridis terhadap Pendapat Kepala KUA Kecamatan Taman Kota 

Madiun mengenai Peran Modin sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah 

(P3N)”. Penelitian ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam 

2 (dua) rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana pendapat Kepala KUA Kecamatan 

Taman Kota Madiun mengenai peran modin sebagai Pembantu Pegawai Pencatat 

Nikah (P3N), dan (2) Bagaimana analisis yuridis terhadap pendapat Kepala KUA 

Kecamatan Taman Kota Madiun mengenai peran modin sebagai Pembantu 

Pegawai Pencatat Nikah (P3N). 

Data penelitian ini dihimpun dengan dua teknik, yakni wawancara dan 

dokumentasi. Hasil data yang telah dihimpun kemudian dianalisis menggunakan 

metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertama, modin berperan penting 

dalam membantu masyarakat dan KUA sebagai Pembantu PPN (P3N). Adanya 

modin sebagai Pembantu PPN (P3N/P4) dapat menjadi mediator  (menjembatani) 

antara masyarakat dengan KUA. Walaupun secara aturan yuridis modin sudah 

tidak diperbantukan di pengurusan nikah, namun realitanya masih dibutuhkan 

masyarakat. Mengingat sudah menjadi kebiasaan yang melekat sejak lama 

menggunakan jasa modin dalam mengurus berkas kehendak nikah/rujuk ke KUA. 

Kedua, dalam analisis yuridis pendapat Kepala KUA Kecamatan Taman Kota 

Madiun jelas menyalahi aturan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan 

Masyarakat Islam Nomor 977 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan, karena P3N/P4 sudah tidak berlaku lagi 

di wilayah KUA Kecamatan Taman Kota Madiun. Akan tetapi, melihat peran 

modin yang sangat berjasa dalam membantu masyarakat Kecamatan Taman Kota 

Madiun dalam mengurus berkas kehendak nikah/rujuk ke KUA serta menjadi 

kebiasaan yang sudah melekat sejak lama. Maka,modin berhak ditugaskan 

kembali menjadi Pembantu PPN (P3N/P4). 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang perlu 

dicantumkan antara lain pertama, Diharapkan instansi Pemerintah untuk 
mengkaji ulang peraturan  yang berkaitan dengan jabatan Pembantu PPN (P3N) 

atau yang saat ini dikenal dengan istilah Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan 

(P4). Dan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan perlu 

adanya pemahaman dan sosialisasi terhadap masyarakat tentang tupoksi 

Pembantu PPN (P3N/P4) pasca berlakunya aturan Keputusan Direktur Jenderal 

Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 977 Tahun 2018 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan. Demi menciptakan 

tertibnya peristiwa pencatatan perkawinan di Indonesia. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pencatatan perkawinan adalah sebuah proses ketentuan hukum positif 

yang akan memberikan legalitas (kepastian hukum) dari sebuah perkawinan. 

Pencatatan perkawinan yang dimaksud Penulis adalah pencatatan atas 

perkawinan yang sah menurut hukum Islam, yaitu perkawinan yang memenuhi 

rukun dan syarat perkawinan yang sesuai dengan syariat Islam yang dilakukan di 

hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama kecamatan setempat.
1
 

Pencatatan perkawinan dapat dikategorikan sebagai implementasi hukum pesta 

perkawinan atau walimah,karena alangkah lebih baiknya jika setiap perkawinan 

dicatatkan di Kantor Urusan Agama meskipun tanpa pesta perkawinan. 

Pencatatan perkawinan dalam tradisi Islam memang termasuk ketentuan 

baru. Baik Alquran maupun Hadis tidak menyebutkan secara tegas tentang 

keharusan pencatatan perkawinan.
2
 Sedangkan dalam Negara Indonesia yang 

merupakan Negara hukum, menyebabkan kedudukan hukum pada setiap 

peristiwanya harus jelas dan pasti.
3
 Maka segala sesuatu yang bersangkut paut 

dengan masalah penduduk harus dicatat, seperti halnya kelahiran, kematian, 

perkawinan, termasuk juga masalah perceraian. Hal ini dimaksudkan untuk

                                                             
1
Neng Djubaedah, Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat (Jakarta: Sinar Grafika, 

2010), 153. 
2
Ita Musarrofa, Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Proses dan Prosedurnya (Surabaya: UIN 

Sunan Ampel Press, 2014), 34. 
3
 Victor M. Situmorang, Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 

1991), 10. 
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menjaga agar tertib hukum. Berkaitan dengan hal pencatatan tersebut, maka 

perlu dilakukan oleh pejabat yang mempunyai wewenang dan kedudukan yang 

jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. 

Hukum perkawinan di Indonesia hanya menekankan arti pentingnya 

pencatatan perkawinan sebagai sebuah peristiwa hukum. Pencatatan perkawinan 

ini mempunyai arti penting terhadap berbagai peristiwa yang ditimbulkan 

sebagai akibat adanya perkawinan baik administrasi kependudukan maupun 

jaminan hak-hak keperdataan bagi parapihak yang berkepentingan.
4
 Oleh karena 

itu, pencatatan perkawinan tersebut tidak menentukan sah tidaknya suatu 

perkawinan, tetapi hanya menyatakan bahwa peristiwa perkawinan benar-benar 

terjadi semata-mata karena bersifat administratif.
5
 

Pada dasarnya syariat Islam tidak mewajibkan adanya pencatatan 

terhadap setiap terjadinya akad pernikahan, namun dilihat dari segi manfaatnya 

pencatatan nikah amat sangat diperlukan.
6
 Dalam Alquran tidak ada ayat yang 

menjelaskan dengan tegas mengenai perintah pencatatan perkawinan. Namun 

dalam surah al-Baqarah dijelaskan, keharusan melakukan pencatatan dalam akad 

hutang piutang atau transaksi penting dalam bab muamalah. Bunyi ayat tersebut 

adalah sebagai berikut: 

نَكُمْ كَاتِب   ِِ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَ نْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتبُُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَ ي ْ ََدْ   باِلْ

                                                             
4
Rihlatul Khoiriyah, ‚Aspek Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Nikah Siri‛, Jurnal 

Sawwa, Volume 12 Nomor 3 (Oktober,2017), 397. 
5
Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan (Yogyakarta: Liberty, 1997), 65. 
6
Hasan M. Ali, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam (Jakarta: Prenada Media, 2003), 

123. 
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Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara 

tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.Dan 

hendaklah seorang Penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. 

(QS. Al-Baqarah (2): 282) 
7
 

Ayat tersebut menjelaskan tentang perintah pencatatan secara tertulis 

dalam segala bentuk urusan muamalah, seperti perdagangan, hutang piutang, dan 

sebagainya. Dijelaskan pada ayat tersebut bahwa, alat bukti tertulis itu statusnya 

lebih adil dan benar disisi Allah dapat menguatkan persaksian, sekaligus dapat 

menghindarkan kita dari keraguan. Setelah mendapatkan sumber nash yang 

menjadi dasar rujukan untuk memahami hukum pencatatan nikah, kemudian 

mencari illat yang sama-sama terkandung dalam akad nikah dan akad muamalah, 

yaitu adanya penyalahgunaan atau mudharat apabila tidak ada alat bukti tertulis 

yang menunjukan sahnya akad tersebut. Jadi, kias akad nikah dan akad muamalah 

dapat dilakukan. Untuk itulah kita dapat mengatakan bahwa pencatatan akad 

nikah hukumnya wajib, sebagaimana juga diwajibkan dalam akad muamalah. 

Alat bukti tertulis dapat dipergunakan untuk hal-hal yang berkenaan dengan 

kelanjutan akad perkawinan. Dengan adanya alat bukti ini, pasangan pengantin 

dapat terhindar dari mudharat dikemudian hari karena alat bukti tertulis ini dapat 

memproses secara hukum berbagai persoalan rumah tangga, terutama sebagai 

alat bukti paling sahih dalam pengadilan agama.
8
 

Para pemikir hukum Islam (fakih) dahulu tidak ada yang menjadikan 

dasar pertimbangan dalam perkawinan mengenai pencatatan dan aktanya, 

sehingga mereka menganggap bahwa hal itu tidak penting. Namun, bila 

                                                             
7
Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013), 48. 

8
Happy Susanto, Nikah Siri Apa Untungnya? (Jakarta: Visimedia, 2007), 57. 
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diperhatikan perkembangan ilmu hukum saat ini pencatatan perkawinan dan 

aktanya mempunyai kemaslahatan serta sejalan dengan kaidah fiqih yang 

mengungkapkan Dar’u Al-Mafa>sid Muqaddamun ‘ala> Jalbi Al-Mas}a>lih}.9 Dengan 

demikian, pelaksanaan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pencatatan 

dan pembuktian perkawinan dengan akta nikah merupakan tuntutan dari 

perkembangan hukum dalam mewujudkan kemaslahatan umum (maslahat 

mursalah) di negara Republik Indonesia.
10

 

Menurut hukum positif di Indonesia yakni, Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 2 yaitu, (1) Perkawinan adalah sah, 

apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya 

itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.
11

 Sahnya perkawinan bagi orang Islam di Indonesia menurut pasal 

2 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 diatas, ditentukan 

berdasarkan pencatatan perkawinansebagai unsur penentu. Hukum agama Islam 

dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini yang 

berfungsi sebagai pelengkap, bukan penentu. 

Di Indonesia prosedur pencatatan nikah tercantum pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa pasangan yang melakukan 

perkawinan secara Islam, harus diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). 

                                                             
9
Kaidah fiqih yang artinya menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada memperoleh 

kemaslahatan. 
10

Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 30. 
11

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2. 
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Bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam, pencatatan nikahnya 

dilaksanakan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.
12

 

Dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan bahwa agar 

terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus 

dicatat dengan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Selanjutnya Pasal 6 

menjelaskan bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan 

harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat 

Nikah. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah 

tidak mempunyai kekuatan Hukum.
13

 

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban 

perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui 

perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan 

lebih khusus lagi pada perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui 

pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah, apabila terjadi 

perselisihan atau percekcokan di antara mereka, maka dapat melakukan upaya 

hukum guna mempertahanankan atau memperoleh hak-hak masing-masing 

karena akta tersebut adalah bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah 

                                                             
12

Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975, Pasal 2 Bab II. 
13

Kementerian Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Himpunan Peraturan 
Perundang-Undangan Tentang Perkawinan (t.tp.: t.p., 2015), 237-238. 
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mereka lakukan.
14

 Begitu pentingnya pencatatan perkawinan sehingga 

pemerintah mencantumkannya dalam undang-undang.
15

 

Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang 

Pencatatan Perkawinan dalam pasal 15 ayat 1 menyebutkan bahwa, akad nikah 

dilaksanakan di KUA Kecamatan pada hari dan jam kerja. Selanjutnya dalam 

pasal 15 ayat 2 menyebutkan bahwa, atas permintaan calon pengantin, akad 

nikah dapat dilaksanakan di luar KUA Kecamatan atau di luar hari dan jam 

kerja.
16

 Dalam pencatatan perkawinan, akad nikah dicatat dalam sebuah akta 

perkawinan oleh Kepala KUA Kecamatan atau Pegawai Pencatat Perkawinan 

(penghulu). 

Dalam keadaan tertentu karena luasnya daerah atau besarnya jumlah 

penduduk yang perlu diberi pelayanan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan 

baik dalam pelayanan nikah, talak, cerai dan rujuk maupun bimbingan agama 

Islam pada umumnya, Menteri Agama melalui Keputusan Menteri Agama 

Nomor 298 Tahun 2003 menetapkan adanya pemuka agama desa setempat yang 

ditunjuk untuk melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam, berkoordinasi 

dengan instansi terkait dan lembaga yang ada dalam masyarakat maka dibentuk 

                                                             
14

 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), 107. 
15

Sebelum keluarnya UU Nomor 1 Tahun 1974, juga telah diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 194 

tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang pada waktu itu hanya berlaku pada wilayah 

Jawa dan Madua, dikarenakan kondisi Negara yang pada saat itu belum stabil, sebagai penguatan 

dari undang-undang itu, kemudian pemerintah mengeluarkan UU Nomor 32 Tahun 1954 tentang 

Penetapan berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, talak dan Rujuk di 

seluruh daerah luar Jawa dan Maduran (nusantara). 
16

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan 

Perkawinan. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7 
 

 
 

pejabat pembantu yang dinamakan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N).
17

 

Hal ini dilakukan untuk memperbaiki keadaan kelurahan terutama mengenai hal-

hal yang berkaitan dengan agama, mengingat selanjutnya pemerintahan 

kelurahan makin lama semakin sempurna, maka ada pembagian kerja antara 

anggota-anggota kelurahan tertentu agar kehidupan beragama penduduk 

terpelihara dengan baik. 

Diangkatnya Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) sangat penting 

sekali dalam rangka pemerataan pelayanan terutama mengenai pelayanan 

pernikahan dalam masyarakat. Dalam suatu kecamatan terkadang terdapat 

kelurahan yang banyak sekali jumlah penduduknya serta jauh dari kantor KUA, 

sehingga sulit sekali dijangkau oleh PPN apabila ada masyarakat yang hendak 

melangsungkan pernikahan. Oleh karena itu perlu sekali diangkat seorang 

pegawai pembantu. 

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah atau yang sering dikenal dengan 

sebutan P3N merupakan salah satu anggota masyarakat tertentu yang bertugas 

membantu peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di tingkat desa atau kelurahan. 

P3N biasaturut serta mengantar calon pengantin untuk mendaftar di KUA 

Kecamatan, hal ini yang terjadi di wilayah Jawa. Lain halnya yang terjadi di luar 

Jawa, karena P3N di luar Jawa diberi kewenangan juga untuk menikahkan.
18

 

Anggota masyarakat tertentu tersebut adalah pemuka agama desa atau kelurahan 

                                                             
17

Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 298 Tahun 2003tentang Pencatatan Nikah. 
18

 Uswatun Hasanah, ‚Kedudukan dan Peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam 

Urusan Pernikahan (Studi Kasus di Wilayah KUA Kecamatan Palu Selatan Kota Palu)‛, Istiqra: 
Jurnal Penelitian Ilmiah, Volume 5 Nomor 1 (Juni, 2017), 151. 
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setempat yang ditunjuk untuk melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam, 

berkoordinasi dengan instansi terkait dan lembaga yang ada dalam masyarakat.  

Menurut penjelasan di atas dapat dikatakan peran dan fungsi Pembantu 

Pegawai Pencatat Nikah (P3N) sebagai pembantu PPN dalam melakukan 

pelayanan di KUA sangatlah penting. Hal ini terjadi karena kebutuhan 

untukmendapatkan pelayanan yang cepat danmudah dapat terpenuhi. Calon 

pengantin dan keluarga yang saat ini banyak disibukkan oleh pekerjaan, tak 

memiliki waktu untuk mengurus sendiri sehingga mereka mempercayakan begitu 

saja kepada P3N yang di Kota Madiun dan sekitarnya disebut modin. 

Dalam Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 

DJ.II/I Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah 

(P3N) menegaskan bahwa rekomendasi pengangkatan P3N dari Kepala Seksi 

yang membidangi Urusan Agama Islam harus memperhatikan bahwa Kantor 

Urusan Agama Kecamatan tersebut masuk dalam tipologi D1 (daerah di 

pedalaman dan atau wilayah pegunungan) dan D2 (daerah terluar/perbatasan 

negara, dan atau kepulauan) yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah 

Kementerian Agama Provinsi dan tidak dapat dijangkau oleh Pegawai Pencatat 

Nikah Karena terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) dibanding dengan luas 

wilayah.
19
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Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam NomorDJ.II/I Tahun 2015 tentang 

Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah(P3N). 
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Menurut jenis tipologi KUA yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama 

Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Penerimaan 

Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Pasal 19, KUA Kecamatan Taman Kota Madiun adalah 

masuk dalam tipologi A, maka sesuai dengan Instruksi Direktur Jenderal 

Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 tentang Pengangkatan 

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, secara otomatis keberadaan dan kedudukan 

P3N sudah tidak ada atau tidak berlaku lagi di KUA Kecamatan Taman Kota 

Madiun.
20

 

Setelah turunnya surat edaran dari Kementerian Agama Nomor 

kw.06.02/1/kp.01.2/160/2015 tentang pelaksanaan Instruksi Dirjen Bimas Islam 

Nomor DJ.II/I Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat 

Nikah (P3N) maka tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dihapuskan 

dan menyerahkan sepenuhnya urusan pernikahan menjadi tanggung jawab penuh 

KUA. Dalam peraturan tersebut tidak dijelaskan secara terperinci mengenai porsi 

maupun hak - hak Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), Sehingga tidak ada 

kejelasan mengenai nasib Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) tersebut. 

Dalam salah satu SK Walikota Madiun Tahun 2016 telah diatur mengenai 

tugas modin hanya sebagai pengurus jenazah dan sebagai petugas kebersihan. 

Sehingga sejak SK tersebut keluar, modin yang dalam kesehariannya menjadi 

                                                             
20

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama 

Kecamatan. 
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Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dan  membantu masyakarat dalam 

mengurus kehendak nikah dan ataupun rujuk terhenti secara yuridis. Namun, 

walaupun terhenti secara administratif modin di Kota Madiun khususnya di 

Kecamatan Taman masih menjadi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). 

Modin tersebut bekerja secara sukarela tanpa mendapat gaji dari pemerintah 

daerah. Sehingga masyarakat menganggap peran modin dalam membantu 

masyarakat setempat dalam mengurus kehendak nikah masih dianggap penting.
21

 

Terlebih Kepala KUA Kecamatan Taman merasa terbantu dengan adanya 

masyarakat yang mengurus kehendak nikah dengan dibantu modin. Karena hal 

ini berkaitan dengan kejelasan status calon pengantin maupun wali. Dimana di 

Kota Madiun banyak terjadi pernikahan anak angkat dengan bukan wali nasab 

melainkan ayah angkatnya bertindak sebagai wali nikah. Mengakibatkan 

penghulu baru mengetahuinya ketika akan melaksanakan ijab qabul. Terlebih 

calon pengantin dan wali tidak datang ketika proses rafa’. Oleh karena itu, KUA 

merasa kesulitan dalam berinteraksi mencari informasi lebih selain dari yang 

bersangkutan. Kepala KUA mengharapkan adanya modin atau apapun namanya, 

siapapun orangnya yang sudah dilegalkan oleh Kelurahan setempat maupun 

Pemerintah Daerah untuk membantu PPN dalam tugas pencatatan kehendak 

nikah dan ataupun rujuk. Namun, Kepala KUA menginginkan modin berhak 

menjadi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), karena dianggap tahu latar 

belakang masyarakat di wilayahnya. Sehingga dapat membantu KUA dalam 

mencari informasi masyarakat yang ingin melakukan pencatatan kehendak nikah 
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 Slamet, Wawancara, KUA Kecamatan Taman, 19 November 2018. 
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dan ataupun rujuk di KUA. Untuk meminimalisasi adanya  penyelewengan yang 

dilakukan masyarakat kepada KUA dalam mengurus berkas nikah nantinya.
22

 

Hal tersebut menjadi sangat menarik untuk dikaji oleh Penulis untuk 

melakukan penelitian. Dari sedikit penjelasan diatas karena terdapat 

permasalahan, maka Penulis ingin meneliti peran modin dalam menjalankan 

tugasnya sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dengan judul 

‚Analisis Yuridis terhadap Pendapat Kepala KUA Kecamatan Taman Kota 

Madiun mengenai Peran Modin sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah 

(P3N)‛. 

 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, Penulis 

mengidentifikasi permasalahan yang terkandung di dalamnya sebagai berikut:  

1. Pentingnya pencatatan nikah 

2. Tinjauan tentang pencatatan nikah dari hukum Islam 

3. Tinjauan tentang pencatatan nikah dari hukum positif di Indonesia 

4. Prosedur pencatatan nikah 

5. Pengertian Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). 

6. Peranan modin sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). 

7. Pendapat Kepala KUA Kecamatan Taman mengenai peran modin sebagai 

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). 
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Kateman, Wawancara, KUA Kecamatan Taman, 19 November 2018. 
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8. Analisis Yuridis terhadap Pendapat Kepala KUA Kecamatan Taman 

mengenai peran modin sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). 

Untuk memudahkan pembahasan dalam tulisan ini, maka peneliti 

mencoba membatasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Pendapat Kepala KUA Kecamatan Taman Kota Madiun terhadap peran modin 

sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). 

2. Analisis Yuridis terhadap pendapat Kepala KUA Kecamatan Taman Kota 

Madiun mengenai peran modin sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah 

(P3N). 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, Penulis membuat rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pendapat Kepala KUA Kecamatan Taman Kota Madiun mengenai 

peran modin sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)? 

2. Bagaimana analisis Yuridis terhadap pendapat Kepala KUA Kecamatan 

Taman Kota Madiun mengenai peran modin sebagai Pembantu Pegawai 

Pencatat Nikah (P3N)? 

 

D. Kajian Pustaka 

Penelitian tentang ‚Analisis Yuridis terhadap Pendapat Kepala KUA 

Kecamatan Taman Kota Madiun mengenai Peran Modin sebagai Pembantu 

Pegawai Pencatat Nikah (P3N)‛ merupakan masalah baru yang secara khusus 
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belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya. Secara umum, terkait dengan 

penelitian tersebut sudah ada beberapa penelitian yang dilakukan, namun 

pembahasannya berbeda dengan bahasan yang ada dalam penelitian ini. Beberapa 

karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul diatas yakni sebagai berikut: 

1. Skripsi yang ditulis oleh Muchammad Iqbalul Fauzi pada tahun 2016 

(Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya) dengan judul ‚Eksistensi Pembantu 

Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor 

DJ.II/I Tahun 2015 Perspektif Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 

2003 di KUA Kec. Candi Kab. Sidoarjo‛. Dalam skripsi ini pennulis 

menjelaskan mengenai penerapan peraturan berupa intruksi yang telah 

diterbitkan oleh Bimas Islam, yakni melepaskan kinerja P3N dalam hal 

sebagai faslilitator masyarakat dalam melaksanakan administrasi pernikahan 

di KUA Kecamatan Candi. Namun melihat dari kebutuhan masyarakat akan 

peran P3N dalam membantu administrasi pernikahan, maka pihak KUA Candi  

mengalih fungsikan petugas P3N dengan memaksukkan dalam bidang lain. 

Yaitu sebagai amil yang masuk dalam seksi urusan kesejahteraan masyarakat 

(Kesra) bidang agama dengan  perspektif KMA Nomor 298 Tahun 2003.
23

 

2. Skripsi yang ditulis oleh Riasatul Mar’ah Kusrur pada tahun 2015 (Mahasiswa 

STAIN Ponorogo) dengan judul ‚Peranan Modin dalam Urusan Perkawinan di 

Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun‛. Dalam skripsi ini Penulis 

menjelaskan mengenai kebiasaan masyarakat dalam menganggap modin 

                                                             
23

 Muchammad Iqbalul Fauzi, ‚Eksistensi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Pasca 

Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 Perspektif Keputusan Menteri Agama 

No 298 Tahun 2003 di KUA Kec. Candi Kab. Sidoarjo‛, (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya: 

2016). 
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sebagai kepanjangtanganan pemerintah dalam mengurus masalah perkawinan. 

Sehingga modin adalah Kaur Kesra yang menjadi ujung tombak dan motor 

penggerak di tingkat desa, serta sebagai jembatan masyarakat dengan 

pemerintah, utamanya dalam menjaga kebersamaan, keagamaan dan 

perkawinan serta menjadi agen perubahan masyarakat. Namun keberadaan 

modin tidak terlepas dari permasalahan, dimana dalam urusan biaya nikah 

terdapat tarif yang ditentukan oleh modin dalam membantu masyarakat 

terkait admisitrasi perkawinan di KUA Kecamatan Kebonsari Kabupaten 

Madiun.
24

 

3. Skripsi yang ditulis oleh Nuurul Kawaakib pada tahun 2010 (Mahasiswa UIN 

Syarif Hidayatullah Jakarta) dengan judul ‚Pemahaman Masyarakat 

Kecamatan Pasar Rebo terhadap Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)‛. 

Dalam skripsi ini Penulis menjelaskan mengenai pemahaman masyarakat 

Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur terhadap keberadaan P3N dalam 

pelaksanaan administrasi perkawinan. Dimana peranan P3N sangat penting 

dalam ikatan perkawinan terutama bagi kaum perempuan. Pemerintah 

mengupayakan mewujudkan ketertiban masyarakat serta melindungi hak-hak 

perempuan dalam perkawinan melalui peran P3N. 
25

 

4. Skripsi yang ditulis oleh Moch Machfudz pada tahun 2008 (Mahasiswa UIN 

Malang) dengan judul ‚Pemahaman Pembantu Penghulu tentang Hukum 

Thalaq dan Problematikanya (Studi tentang Peran Pembantu Penghulu di Kec. 

                                                             
24

 Riasatul Mar’ah Kusrur, ‚Peranan Modin dalam Urusan Perkawinan di Kecamatan Kebonsari 

Kabupaten Madiun‛, (Skripsi—STAIN Ponorogo, Ponorogo: 2015). 
25

Nuurul Kawaakib, ‚Pemahaman Masyarakat Kecamatan Pasar Rebo terhadap Pembantu 

Pegawai Pencatat Nikah (P3N)‛, (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2010). 
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Kedungkandang Kota Malang)‛. Dalam skripsi ini Penulis menjelaskan 

mengenai pemahaman pembantu penghulu tentang hukum thalaq. Di 

Kecamatan Kedungkandang, pembantu penghulu dijadikan rujukan untuk 

masalah perceraian atau menangani masalah perceraian. Hal ini terjadi karena 

pihak yang beperkara tidak mengetahui sama sekali masalah perosedur 

pengajuan perceraian. Sehingga permasalahan ini menyalahi tugas pembantu 

penghulu semestinya. Dimana seharusnya tugas mereka menangani 

administrasi perkawinan, bukan menangani  masalah perceraian yang terjadi 

di masyarakat setempat.
26

 

5. Skripsi yang ditulis oleh Irawati Fauziah pada tahun 2004 (Mahasiswa IAIN 

Sunan Ampel Surabaya) dengan judul ‚Persepsi Masyarakat Desa Mojojajar 

Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto terhadap Peranan Pembantu PPN 

(modin) dalam Proses Pernikahan‛. Dalam skripsi ini Penulis menjelaskan 

mengenai pandangan masyarakat desa Mojojajar kecamatan Kemlagi 

kabupaten Mojokerto terhadap peranan pembantu PPn dalam proses 

pernikahan dan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat desa 

Mojojajar menerima atau menolak terhadap peranan pembantu PPN dalam 

proses pernikahan. 
27

 

 

                                                             
26

Moch Machfudz, ‚Pemahaman Pembantu Penghulu tentang Hukum Thalaq dan 

Problematikanya (Studi tentang Peran Pembantu Penghulu di Kec. Kedungkandang Kota 

Malang)‛, (Skripsi—UIN Malang, Malang: 2008). 
27

 Irawati Fauziah, ‚Persepsi Masyarakat Desa Mojojajar Kecamatan Kemlagi Kabupaten 

Mojokerto terhadap Peranan Pembantu PPN (modin) dalam Proses Pernikahan‛. (Skripsi—IAIN 

Sunan Ampel, Surabaya: 2004). 
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Setelah melihat beberapa skripsi di atas, jelas bahwa penelitian yang 

diangkat dengan judul ‚Analisis Yuridis terhadap Pendapat Kepala KUA 

Kecamatan Taman Kota Madiun mengenai Peran Modin sebagai Pembantu 

Pegawai Pencatat Nikah (P3N)‛ belum pernah dibahas dan berbeda dengan 

penelitian sebelumnya. Penelitian kali ini lebih mengkaji analisis yuridis 

terhadap pendapat Kepala KUA mengenai peran modin sebagai Pembantu 

Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam membantu masyarakat untuk mengurus 

kehendak nikah dan atau rujuk khususnya di wilayah Kecamatan Taman Kota 

Madiun. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan Penulisan ini sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui pendapat Kepala KUA Kecamatan Taman Kota Madiun 

mengenai peran modin sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). 

2. Untuk mengetahui analisis Yuridis terhadap pendapat Kepala KUA 

Kecamatan Taman Kota Madiun mengenai peran modin sebagai Pembantu 

Pegawai Pencatat Nikah (P3N). 

 

F. Kegunaan Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna, 

setidaknya mencakup dua hal: 
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1. Teoritis (keilmuan), yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi 

pengembangan ilmu hukum dan menambah wawasan pemikiran di bidang 

hukum perkawinan, khususnya tentang pencatatan perkawinan. 

2. Praktis (terapan), yaitu dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi kepala KUA 

dalam melaksanakan tugasnya, serta bagi masyarakat yang akan 

melangsungkan perkawinan. 

 

G. Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran terhadap judul 

skripsi ini maka Penulis perlu menjelaskan maksud dari istilah-istilah di 

dalamnya sebagai berikut: 

1. Analisis Yuridis, adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-

komponen dari suatu  permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian  

menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum, serta norma hukum yang 

berlaku sebagai pemecah permasalahan.
28

Dalam penelitian ini yang digunakan 

antara lain Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 Tentang 

Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), Keputusan Direktur 

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 977 Tahun 2018 Tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4), 

Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 Tentang Pencatatan 

Nikah,Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan 

Nikah, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang 

                                                             
28

 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum (Bandung: Mandar Maju, 2008), 83. 
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Pencatatan Perkawinan,guna untuk menelaah terhadap pendapat Kepala KUA 

Kecamatan Taman Kota Madiun mengenai peran modin sebagai Pembantu 

Pegawai Pencatat Nikah (P3N). 

2. Pendapat Kepala KUA, adalah gagasan menurut Kepala KUA Kecamatan 

Taman Kota Madiun dalam melihat peran modin sebagai Pembantu Pegawai 

Pencatat Nikah (P3N). 

3. Peran modin, adalah Modin adalah pembarep yang memberikan teladan 

sekaligus pelayanan terhadap masyarakat. Tugasnya bukan sekadar mengurus 

jenazah, talqin, membantu persiapan pernikahan, dan sejenisnya sehingga 

terkesan seperti panitia teknis. Modin, seperti kalimat pembentuknya, adalah 

benar-benar pemimpin agama yang memiliki fungsi penting dalam 

membangun ekspresi keberagaman masyarakat desa.
29

 Dalam penelitian ini 

yang digunakan adalah peran modin sebagai Pembantu Pegawai Pencatat 

Nikah (P3N) yang berada di Kecamatan Taman Kota Madiun. 

4. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), adalah Pemuka Agama Islam di 

Desa yang ditunjuk dan diberhentikan oleh Kepala Bidang Urusan Agama 

atau Bidang Urusan Agama Islam dan Penyelenggaraan Haji atau Bidang 

Bimas Islam dan penyelenggaraan haji atas nama Kepala Kantor Wilayah 

Kementerian Agama Provinsi berdasarkan usul Kepala Seksi Urusan Agama 

Islam dan penyelenggaraan haji atau Seksi Bimbingan masyarakat dan 

Penyelenggaraan Haji atau Seksi Bimbingan Masyarakat dan Kependidikan 

                                                             
29

 Mulyosari, ‚Dinamika Masyararat dan Solusinya, Kasus atas Pemilihan Kaum di 

Dusun Cupuwatu I Purwomartani Kalasan Sleman‛,  Aplikasia: Jurnal Aplikasi llmu-ilmu Agama, 

Volume VIII Nomor 2, (Desember, 2007), 139. 
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Agama Islam atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau 

kota setelah mendengar pendapat Bupati atau Walikota Daerah setempat, di 

suatu kelurahan yang membantu pegawai pencatat nikah (PPN) dalam rangka 

pemerataan pelayanan terutama mengenai pelayanan pernikahan dalam 

masyarakat.
30

 

Jadi yang dimaksud dengan ‚Analisis Yuridis terhadap Pendapat Kepala 

KUA Kecamatan Taman Kota Madiun mengenai Peran Modin sebagai Pembantu 

Pegawai Pencatat Nikah (P3N)‛ adalah menganalisis pendapat Kepala KUA 

Kecamatan Taman Kota Madiun tentang peran modin sebagai Pembantu 

Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dengan menggunakan alat analisis berupa 

Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 Tentang Pengangkatan 

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), Keputusan Direktur Jenderal 

Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 977 Tahun 2018 Tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4), Keputusan Menteri 

Agama Nomor 298 Tahun 2003 Tentang Pencatatan Nikah, Peraturan Menteri 

Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, dan Peraturan Menteri 

Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan. 

 

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan Penulis dalam penelitian inisebagai 

berikut: 

 

                                                             
30

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah,Pasal 3 

ayat 1. 
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1. Data yang dikumpulkan 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data tentang 

pelaksanaan tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di KUA 

Kecamatan Taman Kota Madiun dan data mengenai pendapat Kepala KUA 

Kecamatan Taman Kota Madiun mengenai Peran Modin sebagai Pembantu 

Pegawai Pencatat Nikah (P3N). 

2. Sumber data 

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah dari mana 

data dapat diperoleh.
31

Karena penelitian ini bersifat kualitatif, maka 

penelitian ini memiliki sumber data sebagai berikut: 

a. Sumber Primer, yaitu sumber yang bersifat utama dan penting yang 

memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yangdiperlukan dan 

berkaitan dengan penelitian.
32

 Sumber primer dalam penelitian ini adalah 

Kepala KUA Kecamatan Taman Kota Madiun pada tahun 2018 dan Modin 

KUA Kecamatan Taman Kota Madiun. 

b. Sumber Sekunder, beberapa referensi yang mendukung terhadap sumber 

primer yang terdiri atas buku-buku yang membahas tentang perkawinan, 

pencatatan perkawinan, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dan 

catatan perundang-undangan. Di antaranya adalah: 

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

2) Kompilasi Hukum Islam. 

                                                             
31

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 

2006), 129. 
32

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), 116. 
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3) Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 Tentang 

Pencatatan Nikah. 

4) Peraturan Menteri AgamaNomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan 

Nikah. 

5) Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 Tentang 

pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). 

6) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan 

Perkawinan. 

7) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 977 

Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai 

Pencatat Perkawinan (P4). 

8) Departemen Agama RI, Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah. 

9) Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat. 

10) Slamet Abidin, Fiqh Munakahat. 

11) Ita Musarrofa, Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Proses dan 

Prosedurnya. 

12) Siti Dalilah Candrawati, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. 

13) A. Masjkur Anhari, Usaha-usaha untuk Memberikan Kepastian Hukum 

dalam Perkawinan. 

14) Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia. 

15) Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh 

Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. 

3.  Teknik pengumpulan data 
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Untuk memperoleh data tersebut, maka perlu digunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Wawancara, adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung 

secara lisan dimana 2 (dua) orang atau lebih bertatap muka, mendengarkan 

secara langsung informasi atau keterangan.
33

 Wawancara dilakukan dengan 

pihak-pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini yaitu Kepala KUA 

Kecamatan Taman Kota Madiun dan Modin KUA Kecamatan Taman Kota 

Madiun. 

b. Dokumentasi, adalah berupa naskah-naskah atau berkas-berkas 

yang bersumber atau berkaitan dengan subyek yang diteliti. Data 

dokumentasi diperoleh berdasarkan penelusuran terhadap 

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan subyek penelitian.
34

Data 

sekunder diperoleh dengan cara mencari data dari beberapa referensi yang 

memuat tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), baik dari buku 

maupun dari peraturan-peraturan yang berlaku. 

4. Teknik analisis data 

Analisis data adalah proses mengatur urutan-urutan data, 

mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian 

data.
35

Setelah Penulis mengumpulkan data yang dihimpun, 

kemudianmenganalisisnya dengan menggunakan metode deskriptif analisis 

dengan pola pikir deduktif.Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang 

                                                             
33

 Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2009), 83. 
34

 Irfan Tamwifi, Metodologi Penelitian(Surabaya: UIN Sunan Ampel Press,2014), 222. 
35

Lexy. J Moelong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. 

XXVI, 2009), 248. 
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bertujuan membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan 

akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang 

diselidiki.Pendekatan deskriptif analisis dipergunakan untuk menggambarkan 

peran modin sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N).
36

 

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakanpola pikir deduktif, yaitu 

menggambarkan hasil penelitian secara sistematis dengan diawali teori atau 

dalil yang bersifat umum tentang pencatatan perkawinan.Selanjutnya teori 

atau dalil tersebut digunakan untuk menganalisis yang bersifat khusus yakni 

mengenai pendapat Kepala KUA Kecamatan Taman Kota Madiun mengenai 

peran modin sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah Penulisan dalam penelitian ini, Penulisakan 

memaparkan sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab sebagai berikut: 

Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, 

identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan 

penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

Bab kedua, tinjauan umum tentang pencatatan perkawinan yang berisi 

landasan teori yang terdiri dari pengertian dan dasar hukum perkawinan, syarat 

dan rukun perkawinan, prosedur pencatatan perkawinan, pengertian dan peran 

                                                             
36

 Moh Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), 63. 
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modin, serta hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan dan tugas-tugas 

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). 

Bab ketiga, peran modin sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah 

(P3N) yang berisi sekilas tentang KUA Kecamatan Taman Kota Madiun, modin 

sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), pendapat Kepala KUA 

Kecamatan Taman mengenai peran modin sebagai Pembantu Pegawai Pencatat 

Nikah (P3N). 

Bab keempat,analisis yuridis terhadap pendapat Kepala KUA Kecamatan 

Taman Kota Madiun mengenai peran Modin sebagai Pembantu Pegawai Pencatat 

Nikah (P3N). 

Bab kelima, penutup yang berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN PENCATATAN 

PERKAWINAN 

 

A. Perkawinan  

1. Definisi perkawinan 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata 

‚kawin‛, yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan 

jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.
1
 Perkawinan atau 

pernikahan disebut juga dengan dua kata yaitu nika>h} (نكاح) dan zawa>j  (زواج) 

kedua kata ini banyak terdapat di dalam al-Quran dan hadits Nabi.
2
 

Perkawinan adalah ajaran yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw. 

dimana umumnya berlaku pada semua makhluk-Nya. Hal ini adalah cara yang 

ditetapkan oleh Allah Swt. sebagai jalan bagi makhluk-Nya demi memperoleh 

keturunan dan memelihara hidupnya setelah masing-masing individu 

melakukan perannya dalam mewujudkan suatu perkawinan.
3
 

Perkawinan adalah melakukan suatu perjanjian (akad) untuk 

mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk 

menghalalkan hubungan kelamin di antara keduanya, dengan dasar sukarela 

dan keridoan antara keduanya demi mewujudkan suatu kebahagiaan hidup

                                                             
1
 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2005), 456. 
2
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-

undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2009), 35. 
3
 Slamet Abidin, Fiqh Munakahat, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 9. 
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berkeluarga dengan diliputi rasa kasih sayang dan ketenteraman dengan cara-

cara yang diridai oleh Allah Swt.
4
 

Pemerintah Indonesia khususnya merasa sangat perlu mengatur 

masalah perkawinan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku 

secara nasional. Maka dikeluarkanlah Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa.
5
  Pengertian tersebut diperkuat dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam 

bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang 

sangat kuat atau mi@tha>qan ghali@z}an untuk mentaati perintah Allah Swt. dan 

melaksanakannya merupakan ibadah.
6
 

Perkawinan merupakan jalan yang dipilih Allah Swt., sebagai cara bagi 

manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya 

setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam 

mewujudkan tujuan perkawinan.
7
 Dimana tujuan utama suatu perkawinan 

                                                             
4
 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, (Yogyakarta: Liberty, 

1999), 8. 
5
 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

6
 Kementerian Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Himpunan Peraturan 

Perundang-Undangan Tentang Perkawinan (t.tp.: t.p., 2015), 237. 
7
 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Bogor: Kencana 2003), 11 
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dalam kehidupan umat manusia adalah demi mewujudkan kehidupan keluarga 

atau rumah tangga yang saki>nah, mawadd>}ah wa rah}mah.8  

Perkawinan di negara Indonesia telah diatur dalam suatu peraturan 

yang berlaku, yakni hukum positif berupa Undang-undang dan segenap aturan 

yang berlaku hingga saat ini. Serta, hukum Islam berupa Kompilasi Hukum 

Islam maupun fikih yang telah digunakan oleh masyarakat Indonesia.  

2. Rukun dan syarat perkawinan 

Dalam suatu perbuatan hukum terdapat rukun dan syarat yang harus 

diadakan, sehingga menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut.
9
 Sahnya 

suatu perkawinan haruslah memenuhi beberapa ketentuan, baik yang 

menyangkut calon pengantin yang hendak melaksanakan perkawinan, maupun 

yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri. Adanya rukun 

dan syarat dalam sebuah perkawinan akan menentukan sah tidaknya 

perkawinan tersebut. Dengan kata lain, jika tidak ada atau tidak lengkap 

rukun ataupun syaratnya perkawinan maka perkawinan tersebut tidak sah.
10

 

Dalam salah satu peraturan di Indonesia, yakni Pasal 14 Kompilasi 

Hukum Islam dimana untuk melaksanakan perkawinan ada beberapa unsur 

penting atau rukun yang harus terpenuhi yaitu:
11

 

1. Calon suami; 

2. Calon istri; 

                                                             
8
 Kementerian Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Himpunan Peraturan 

Perundang-Undangan ..., 237. 
9
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia ..., 59. 

10
 Ita Musarrofa, Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Proses dan Prosedurnya, (Surabaya: UIN 

Sunan Ampel Press, 2014), 44 
11

 Kementerian Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Himpunan Peraturan 
Perundang-Undangan ..., 240. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

28 
 

 
 

3. Wali nikah; 

4. Dua orang saksi dan; 

5. Ijab dan kabul 

Sedangkan, mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan menurut 

jumhur ulama tidak termasuk rukun, karena mahar tersebut tidak selalu 

disebut dalam akad nikah dan tidak selalu diserahkan pada waktu akad 

berlangsung. Walaupun tidak disebut maupun diberikan ketika akad nikah, 

seorang suami harus membayar mahar kepada isteri dan jika belum dibayar 

menjadi tanggungan sepanjang hayat perkawinannya. Dengan demikian, 

mahar termasuk ke dalam syarat perkawinan dan menjadi wajib hukumnya 

sehingga menentukan keabsahan nikah.
12

 

Sedangkan syarat-syarat yang harus ada dalam suatu perkawinan sudah 

diatur dalam peraturan hukum di Indonesia meliputi syarat-syarat formil dan 

materiil. Syarat materiil yaitu syarat-syarat yang mengenai diri pribadi calon 

mempelai yang terdapat dalam KHI Pasal 15 sampai 18. Adapun tentang 

syarat-syarat perkawinan yang lain diatur di dalam Bab II UU Nomor 1 Tahun 

1974, terutama pasal 6 dan 7. Sedangkan syarat formil menyangkut formalitas 

atau tata cara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat dilangsungkan 

perkawinan. Adapun syarat formil, di antaranya pendaftaran kehendak 

perkawinan, pengumuman kehendak perkawinan, pelaksanaan pencatatan 

perkawinan, dan penyerahan buku pencatatan perkawinan.
13

 

                                                             
12

 Siti Dalilah Candrawati, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Surabaya: UIN Sunan Ampel 

Press, 2014), 38. 
13

 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan. 
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B. Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Positif di Indonesia 

1. Pengertian pencatatan perkawinan 

Setelah rukun dan syarat telah terpenuhi, perkawinan juga harus 

dicatatkan sebagai syarat formalitas pelangsungan perkawinan.
14

 Dimana 

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan Negara hukum, 

menyebabkan kedudukan hukum pada setiap peristiwa yang terjadi harus jelas 

dan pasti. Sebab perkawinan yang telah dilangsungkan dianggap sebagai 

peristiwa penting dimana berkaitan dengan administrasi kependudukan. 

Administrasi kependudukan meliputi kejadian yang dialami oleh seseorang 

meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan 

anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan 

status kewarganegaraan.
15

 

Dalam peraturan perundang-undangan yakni,  Pasal 2 Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa perkawinan adalah sah, apabila 

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. 

Dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.
16

 Di dalam pasal 100 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

(BW) menjelaskan bahwa, adanya suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan 

dengan cara lain, melainkan dengan akta perlangsungan perkawinan itu, yang 

telah dibukukan dalam register-register catatan sipil.
17

 Sedangkan dalam Pasal 

                                                             
14

 A. Masjkur Anhari, Usaha-usaha untuk Memberikan Kepastian Hukum dalam Perkawinan, 

(Surabaya: Diantama, 2007), 27. 
15

 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 angka 17. 
16

 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
17

 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 
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5 sampai 6 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa agar terjamin ketertiban 

perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Dan 

setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan 

Pegawai Pencatat Nikah. Sebab perkawinan yang dilakukan di luar 

pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.
18

 

Pada dasarnya, konsep pencatatan nikah merupakan suatu bentuk 

pembaruan yang dilakukan dalam bidang hukum keluarga Islam. Hal ini 

disebabkan oleh tidak adanyanya keharusan pencatatan nikah di dalam al-

Qur`an dan Hadits Nabi. Atas dasar inilah, para ulama fikih juga tidak 

memberikan perhatian serius terhadap pencatatan nikah. 

Walaupun dalam Alquran dan Hadis tidak mengatur secara rinci 

mengenai pencatatan perkawinan. Namun dirasakan oleh masyarakat 

mengenai pentingnya pencatatan, sehingga diatur melalui perundang-

undangan, baik Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun melalui 

Kompilasi Hukum Islam. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk 

mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang 

dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang 

dilaksanakan tidak berdasarkan hukum Islam. Pencatatan perkawinan 

merupakan upaya untuk menjaga kesucian (mi@tha>qan ghali@z}an) aspek hukum 

yang timbul dari sebuah ikatan perkawinan. Adanya pencatatan perkawinan 

melahirkan Akta Nikah yang dimiliki oleh masing-masing istri dan suami. 

Akta tersebut, dapat dipergunakan oleh masing-masing pihak bila ada yang 

                                                             
18

 Kementerian Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Himpunan Peraturan 
Perundang-Undangan ..., 237-238. 
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merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu demi mendapatkan 

haknya.
19

 

Sehingga pencatatan perkawinan merupakan pendataan administrasi 

kependudukan untuk peristiwa perkawinan, dimana ditangani oleh petugas 

pencatat nikah (PPN) demi menciptakan ketertiban hukum.
20

 Dimana lembaga 

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan untuk nikah, talak dan rujuk bagi 

masyarakat yang beragama Islam. Sedangkan lembaga Kantor Catatan Sipil 

untuk perkawinan bagi masyarakat yang beragama non Islam.
21

  

2. Prosedur pencatatan perkawinan 

Untuk melangsungkan perkawinan, haruslah dilaksanakan menurut 

prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh 

pengadilan. Secara sederhana ada dua sebab terjadinya pembatalan 

perkawinan. Pertama, pelanggaran prosudural perkawinan. Kedua, 

pelanggaran terhadap materi perkawinan.
22

 Tata cara atau proses pelaksanaan 

pencatatan perkawinan meliputi pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan 

nikah, pengumuman kehendak nikah, akad nikah dan penandatanganan akta 

nikah serta pembuatan kutipan akta nikah.
23

 

                                                             
19

 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 26. 
20

 Jaih Mubarok, Modernisasi Hukum Islam, (Bandung: Pustaka Bani Quraysi, 2005), 70. 
21

 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2. 
22

 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis 
Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU Nomor 1/1974 sampai KHI, (Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group, 2004), 107. 
23

 Ibid., 124. 
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a. Tahap pertama, Pemberitahuan kehendak nikah PPN dan pembantu PPN 

ataupun Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) 

dalam memberikan penasihatan dan bimbingan hendaknya mendorong 

kepada masyarakat dalam merencanakan perkawinan agar melakukan 

persiapan pendahuluan sebagai berikut: 

1) Masing-masing calon mempelai saling mengadakan penelitian tentang 

apakah mereka saling cinta/setuju dan apakah kedua orang tua mereka 

menyetujui/merestuinya. 

2) Masing-masing berusaha meneliti apakah ada halangan perkawinan, baik 

menurut hukum munakahat maupun menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Hal ini untuk mencegah terjadinya penolakan 

atau pembatalan perkawinan. 

3) Calon mempelai supaya mempelajari ilmu pengetahuan tentang rumah 

tangga, hak dan kewajiban suami istri dan lain sebagainya. 

4) Dalam rangka meningkatkan kualitas keturunan yang akan dilahirkan, 

calon mempelai supaya memeriksakan kesehatannya dan kepala calon 

mempelai wanita diberikan suntikan imunisasi tetanus toxoid. 

5) Setelah persiapan pendahuluan dilakukan secara matang maka orang 

yang hendak menikah memberitahukan kehendaknya kepada 

PPN/Pembantu PPN yang mewilayahi tempat akan dilangsungkannya 

akad nikah. 

6) Pendaftaran kehendak perkawinan dilakukan di KUA Kecamatan tempat 

akad dilaksanakan. Pendaftaran kehendak perkawinan tersebut 
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dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan 

perkawinan. Dalam hal pendaftaran kehendak perkawinan dilakukan 

kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, calon pengantin harus mendapat 

surat dispensasi dari camat tempat akad dilaksanakan. Persyaratan 

administratif pendaftaran kehendak perkawinan dilakukan secara tertulis 

dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan: 

a) surat pengantar perkawinan dari kelurahan tempat tinggal calon 

pengantin. 

b) fotokopi akte kelahiran. 

c) fotokopi kartu tanda penduduk. 

d) fotokopi kartu keluarga. 

e) surat rekomendasi perkawinan dari KUA Kecamatan setempat bagi 

calon pengantin yang menikah di luar wilayah kecamatan tempat 

tinggalnya. 

f) persetujuan kedua calon pengantin. 

g) izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum 

mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun. 

h) izin dari wali yang memelihara atau keluarga yang mempunyai 

hubungan darah, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana 

dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaaan tidak 

mampu. 

i) izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak 

ada. 
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j) dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai 

umur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi calon istri yang belum 

mencapai umur 16 (enam belas) tahun. 

k) surat izin dari atasannya/kesatuannya jika calon mempelai anggota 

tentara nasional Indonesia/ kepolisian Republik Indonesia. 

l) penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang 

hendak beristri lebih dari seorang. 

m) akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran 

cerai bagi mereka yang perceraiannya terjadi sebelum berlakunya 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 

n) akta kematian atau surat keterangan kematian suami/istri dibuat 

oleh 

lurah/kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda/ duda ditinggal 

mati.
24

 

7) KUA Kecamatan yang menerima pemberitahuan kehendak nikah 

meneliti dan memeriksa calon pengantin dan wali nikah tentang ada 

atau tidaknya halangan perkawinan, baik dari segi hukum munakahat 

maupun dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
25

 

b. Tahap kedua ialah pemeriksaan nikah, Kepala KUA Kecamatan atau 

Penghulu melakukan pemeriksaan dokumen perkawinan serta pemeriksaan 

terhadap calon pengantin dan wali nikah. Sebaiknya dilakukan secara 

                                                             
24

 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 4. 
25

 Departemen Agama RI, Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, (Jakarta: Direktorat 

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), 6-8. 
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bersama-sama, tetapi tidak ada halangannya jika pemeriksaan itu dilakukan 

sendiri-sendiri. Bahkan dalam keadaan yang meragukan, perlu dilakukan 

pemeriksaan sendiri-sendiri. Pemeriksaan dianggap selesai apabila ketiga-

tiganya selesai diperiksa secara benar berdasarkan surat-surat keterangan 

yang dikeluarkan kepala desa/lurah dan instansi lainnya dan berdasarkan 

wawancara langsung dengan yang bersangkutan.
26

 Bila dalam hal 

pemeriksaan dokumen perkawinan ditemukan perihal tidak terpenuhi atau 

terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan, maka kehendak 

perkawinan ditolak. Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu 

memberitahukan penolakan sebagaimana dimaksud, kepada calon 

pengantin dan wali nikah disertai alasan penolakan.
27

 

c. Tahap ketiga, Pengumuman kehendak nikah PPN/Pembantu PPN 

mengumumkan kehendak nikah (dengan model NC) pada papan 

pengumuman setelah persyaratan dipenuhi. Pengumuman dilakukan oleh 

PPN di KUA Kecamatan tempat pernikahan akan dilangsungkan dan di 

KUA Kecamatan tempat tinggal masing-masing calon mempelai (ditempel 

di papan pengumuman di depan Kantor KUA Kecamatan). Serta, oleh 

Pembantu PPN di luar jawa di tempat-tempat yang mudah diketahui 

umum.
28

 Pengumuman kehendak nikah dilakukan selama 10 (sepuluh) hari 

kerja sejak pendaftaran perkawinan. Dalam hal akad dilaksanakan kurang 

dari 10 (sepuluh) hari kerja sejak pendaftaran perkawinan, pengumuman 

                                                             
26

 Ibid., 8. 
27

 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 6. 
28

 Departemen Agama RI, Pedoman Pembantu Pegawai..., 9. 
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kehendak perkawinan dilakukan setelah mendapat surat dispensasi dari 

Camat di wilayah akad dilaksanakan.
29

 

d. Tahap keempat, Pelaksanaan akad nikah haruslah dilaksanakan di hadapan 

Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu yang mewilayahi tempat akad 

dilaksanakan. Kemudian dalam hal pelaksanaan akad dilaksanakan di 

daerah terdalam, terluar, dan di daerah perbatasan, Kepala KUA 

Kecamatan dapat menugaskan P4. Akad nikah yang dilaksanakan di luar 

tempat tinggal calon suami dan calon istri harus mendapatkan surat 

rekomendasi perkawinan dari Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu 

wilayah tempat tinggal masing-masing.
30

 

e. Tahap kelima, Pelaksanaan pencatatan perkawinan dilakukan sesudah akad 

nikah berlangsung. Akad nikah dicatat dalam Akta Perkawinan oleh Kepala 

KUA Kecamatan. Akta ditandatangani oleh suami, istri, wali, saksi, 

Penghulu, dan Kepala KUA Kecamatan. Lalu setelah pencatatan dilakukan, 

pasangan suami istri memperoleh Buku Pencatatan Perkawinan dan Kartu 

Perkawinan. Buku Pencatatan Perkawinan diberikan kepada suami dan istri 

setelah proses akad selesai dilaksanakan. Buku Pencatatan Perkawinan 

ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan. Dan ketentuan lebih lanjut 

mengenai pemberian Kartu Perkawinan ditetapkan dengan Keputusan 

Menteri Agama.
31

 

 

                                                             
29

 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 7. 
30

 Ibid., Pasal 16. 
31

 Ibid., Pasal 17-18. 
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C. Modin 

Modin adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti juru azan; 

muazin, pegawai masjid.
32

 Modin atau lebe adalah pemimpin agama juga orang 

yang bertugas memimpin kegiatan-kegiatan agama antara lain menikahkan 

orang. Modin dengan begitu, sejatinya berkedudukan istimewa karena bertalian 

dengan tugas pengabdian yang penuh keikhlasan. Istimewa itu bukan berarti ia 

diistimewakan, melainkan tidak semua orang mampu menjadi modin karena 

dibutuhkan kepribadian dan pengetahuan agama yang baik. Modin adalah 

pembarep yang memberikan teladan sekaligus pelayanan terhadap masyarakat. 

Tugasnya bukan sekadar mengurus jenazah, talqin, membantu persiapan 

pernikahan, dan sejenisnya sehingga terkesan seperti panitia teknis. Modin, 

seperti kalimat pembentuknya, adalah benar-benar pemimpin agama yang 

memiliki fungsi penting dalam membangun ekspresi keberagaman masyarakat 

desa.
33

 

Sejarah perkembangan modin berawal ketika ajaran Islam masuk ke 

Indonesia dimana terdapat perpaduan antara Hukum Islam dan Hukum Adat. 

Dalam perkembangannya atau proses masuknya Islam ke Indonesia tidak lepas 

dari peran budaya atau disebut akulturasi agama. Pada tahun 1814 di masa 

Raffles, telah ada seorang Penghulu yang merupakan anggota konstitusi dari 

warga asli Indonesia yang berkedudukan sebagai pemimpin masjid. Perannya 

adalah membantu muslim untuk memutuskan problem yang muncul. Kemudian 

                                                             
32

 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa..., 751. 
33

 Mulyosari, ‚Dinamika Masyarakat dan Solusinya, Kasus atas Pemilihan Kaum di 

Dusun Cupuwatu I Purwomartani Kalasan Sleman‛,  Aplikasia: Jurnal Aplikasi llmu-ilmu 
Agama, Volume VIII Nomor 2, (Desember, 2007), 139. 
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istilah ini lebih dikenal sebagai muazin yang mempunyai arti pemimpin Masjid. 

Perkembangan selanjutnya muncul istilah Kaum atau yang bisa disebut modin, 

rais atau the mosque official (Pemimpin Masjid). Modin bertugas mengurusi 

urusan orang yang mau menikah dan orang yang kena musibah kematian. 

Kemudian, sekitar orde lama modin masuk menjadi bagian dari Administrasi 

Desa, dan seorang modin dipilih oleh Kepala desa. 
34

 

Secara struktural posisi jabatan bidang Kesra (Kesejahteraan Rakyat) 

atau modin memang berada di bawah kepala desa, akan tetapi dalam 

menjalankankan tugas dan fungsinya seorang modin lebih banyak langsung 

terjun di tengah kehidupan masyarakat sehingga sangatlah tepat jika secara 

administratif seorang modin berubah dengan istilah Kaur Kesra (Kepala 

Urusan Kesejahteraan Rakyat). Seorang modin bertugas memimpin berbagai 

ritual, seperti kematian, kelahiran dan sebagainya. Sebagai contoh, dia 

memimpin berdoa, yasinan, tahlil, slametan, ziarah kubur dan sebagainya. 

Sebagai imbalan jasa, seorang modin diberi bengkok atau lahan pertanian. Tanah 

tersebut milik Pemerintah Desa. Selama menjadi modin, dia berhak 

memanfaatkan lahan tersebut untuk mencukupi kebutuhannya.
35

 

 

D. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). 

Demi mendukung pelaksanaan pembinaan kehidupan beragama umat 

Islam, menteri Agama melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 

2003 menetapkan adanya pemuka agama setempat yang ditunjuk untuk 

                                                             
34

 Ibid., 140 
35

 Ibid., 141. 
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melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam, berkoordinasi dengan instansi 

terkait dan lembaga yang ada dalam masyarakat dengan sebutan Pembantu 

Pegawai Pencatat Nikah (P3N) atau yang disingkat Pembantu PPN.
36

 

Selain itu melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 

Tentang Pencatatan Nikah, dalam Pasal 1 Ayat (4)  bahwa P3N adalah anggota 

masyarakat tertentu yang diangkat oleh Kepala Kantor Departemen Agama 

kabupaten atau kota untuk membantu tugas PPN di desa tertentu yang 

berkedudukan di setiap desa atau pegawai pencatat nikah yang berkedudukan di 

setiap kecamatan yang di bawah struktur KUA.
37

 

Seorang Pembantu PPN mendapat legalitas dari Departemen Agama 

sebagai pengantar orang yang berkepentingan dengan nikah dan rujuk ke Kantor 

Urusan Agama (KUA) Kecamatan di Jawa dan sebagai pembina kehidupan 

beragama di daerah setempat. Sedangkan di luar Jawa karena keadaan wilayah 

yang luas Pembantu PPN mempunyai tugas tambahan dengan atas nama Pegawai 

Pencatat Nikah (PPN)/Kepala KUA Kecamatan melakukan pengawasan langsung 

terhadap pelaksanaan nikah dan rujuk yang terjadi di desanya dan melaporkan 

pelaksanaannya kepada PPN. Di samping itu Pembantu PPN bertugas membina 

kehidupan beragama serta selaku Ketua BP4 (Badan Penasihatan Pembinaan dan 

Pelestarian Perkawinan) di desa juga bertugas memberi nasihat perkawinan.
38

 

Secara rinci tugas tesebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Pelayanan nikah dan rujuk 

                                                             
36

 Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah. 
37

 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. 
38

 Departemen Agama RI, Pedoman Pembantu Pegawai ..., 1. 
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Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 

Pelaksanaan UU Perkawinan bahwa mereka yang melaksanakan perkawinan 

menurut ketentuan agama Islam, pencatatannya dilakukan oleh Pegawai 

Pencatat Nikah (PPN) di KUA Kecamatan setempat. Pencatatan perkawinan 

tersebut memerlukan penelitian yang seksama agar terpenuhi, baik ketentuan 

perundang-undangan maupun kaidah munaqahat dan diperoleh data yang 

akurat. Kepala KUA selaku PPN harus dapat mempertanggungjawabkan 

pencatatan yang dilakukannya. Untuk itu ia dibantu oleh Pembantu PPN yang 

diharapkan lebih dapat mengetahui keadaan sehari-hari dari mereka yang 

melakukan pernikahan.
39

 

2. Pembinaan kehidupan beragama Islam di desa 

Dalam KMA Nomor 298 Tahun 2003 disebutkan bahwa Pembantu 

PPN, baik di Jawa maupun di luar Jawa selain memberikan pembinaan nikah 

dan rujuk, mempunyai tugas melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam 

di daerah masing-masing. Pembinaan kehidupan beragama Islam dapat berupa 

kegiatan yang bersifat ‘ubu>diyyah mah}d}ah  (langsung hubungan dengan Allah) 

dan dapat berupa kegiatan yang bersifat ‘ubu>diyyah ijtima >’iyyah (hubungan 

antar sesama umat).
40

 

Dalam Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 

DJ.II/I Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah 

(P3N) menegaskan bahwa rekomendasi pengangkatan P3N dari Kepala Seksi 

                                                             
39

 Ibid., 2. 
40

 Ibid., 4. 
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yang membidangi Urusan Agama Islam harus memperhatikan bahwa Kantor 

Urusan Agama Kecamatan tersebut masuk dalam tipologi D1 (daerah di 

pedalaman dan atau wilayah pegunungan) dan D2 (daerah terluar/perbatasan 

negara, dan atau kepulauan) yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah 

Kementerian Agama Provinsi dan tidak dapat dijangkau oleh Pegawai Pencatat 

Nikah Karena terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) dibanding dengan luas 

wilayah.
41

 

Tipologi KUA Kecamatan ditentukan menurut jumlah peristiwa nikah 

atau rujuk per bulan, dan kondisi geografis keberadaan KUA Kecamatan.
42

 

Mengacu pada Pasal 19 dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia 

Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak 

Atas Biaya Nikah Atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan, 

ketentuan tentang tipologi KUA Kecamatan meliputi:
43

 

1. Tipologi A, yaitu jumlah nikah atau rujuk di atas 100 peristiwa per bulan; 

2. Tipologi B, yaitu jumlah nikah atau rujuk antara 50 sampai dengan 100 

peristiwa per bulan; 

3. Tipologi C, yaitu jumlah nikah atau rujuk di bawah 50 peristiwa perbulan;  

4. Tipologi D1, yaitu KUA Kecamatan yang secara geografis berada di daerah 

terluar, terdalam, dan di daerah perbatasan daratan; dan 

                                                             
41

 Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 tentang 

Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). 
42

 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama 

Kecamatan, Pasal 8. 
43

 Ibid., Pasal 19. 
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5. Tipologi D2, yaitu KUA Kecamatan yang secara geografis berada di daerah 

terluar, terdalam, dan daerah perbatasan kepulauan. 

Menurut jenis tipologi di atas, maka sesuai dengan Instruksi Direktur 

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 tentang 

Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, secara otomatis keberadaan 

dan kedudukan P3N sudah tidak ada atau tidak berlaku lagi di KUA yang 

bertipologi A, B, dan C. 

Setelah turunnya surat edaran dari Kementerian Agama Nomor 

kw.06.02/1/kp.01.2/160/2015 tentang pelaksanaan Instruksi Dirjen Bimas Islam 

Nomor DJ.II/I Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat 

Nikah (P3N) maka tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dihapuskan 

dan menyerahkan sepenuhnya urusan pernikahan menjadi tanggung jawab penuh 

KUA. Dalam peraturan tersebut tidak dijelaskan secara terperinci mengenai porsi 

maupun hak - hak Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), Sehingga tidak ada 

kejelasan mengenai nasib Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) tersebut. 

Dalam salah satu SK Walikota Madiun Tahun 2016 telah diatur mengenai 

tugas modin hanya sebagai pengurus jenazah dan sebagai petugas kebersihan. 

Sehingga sejak SK tersebut keluar, modin yang dalam kesehariannya menjadi 

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dan membantu masyakarat Kota 

Madiun dalam mengurus kehendak nikah dan ataupun rujuk terhenti secara 

yuridis. Namun, walaupun terhenti secara administratif modin di Kota Madiun 

khususnya di Kecamatan Taman masih menjadi Pembantu Pegawai Pencatat 
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Nikah (P3N). Modin tersebut bekerja secara sukarela tanpa mendapat gaji dari 

pemerintah daerah.
44

 

Seiring berjalannya waktu, Pembantu PPN (P3N) berganti istilah menjadi 

Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4). Sesuai dengan Peraturan Menteri 

Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan dimana Pembantu 

Pegawai Pencatat Perkawinan (P4) adalah anggota masyarakat yang diangkat 

oleh kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk membantu tugas 

Penghulu.
45

 Selain itu, dalam hal pelaksanaan akad nikah yang dilaksanakan di 

daerah terdalam, terluar, dan di daerah perbatasan, Kepala KUA Kecamatan 

menugaskan P4.
46

 

Hal yang berkaitan dengan pengangkatan, tugas, dan pemberhentian 

Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4) diatur dalam Keputusan Direktur 

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 977 Tahun 2018 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan. Dalam peraturan tersebut, 

P4 memiliki tugas membantu penghulu dalam menghadiri dan menyaksikan 

peristiwa perkawinan dengan memperhatikan P4 berkedudukan di KUA 

Kecamatan tipologi D1 (daerah di pedalaman dan atau wilayah pegunungan) dan 

D2 (daerah terluar/perbatasan negara, dan atau kepulauan).
47

 

Mekanisme pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4) 

berdasarkan usulan kepala desa/kelurahan atau perwakilan kepala desa/kelurahan 

                                                             
44

 Slamet, Wawancara, KUA Kecamatan Taman, 19 November 2018. 
45

 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 1 ayat 

4. 
46

 Ibid., Pasal 16 ayat 2. 
47

 Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 977 Tahun 2018, Bab II 
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kepada Kepala KUA Kecamatan. Lalu Kepala KUA Kecamatan mengusulkan 

kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk ditetapkan 

setelah mendapat persetujuan dari Kasi Bimas Islam Kabupaten/Kota. Surat 

keputusan pengangkatan P4 berlaku 2 (dua) tahun, dan dapat diusulkan kembali 

untuk diangkat menjadi Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4).
48

  

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Pembantu Pegawai Pencatat 

Perkawinan (P4) adalah: 

1. Tokoh Agama/Masyarakat. 

2. Laki-laki. 

3. Memiliki kemampuan dalam fikih munakahat. 

4. Berdomisili di wilayah Kecamatan tersebut. 

5. Memilki kemampuan untuk melakukan pemanduan perkawinan, khutbah 

perkawinan, dan penasihatan perkawinan
49

 

Kepala KUA dalam menugaskan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan 

(P4) untuk menghadiri peristiwa perkawinan, setelah dipastikan penghulu pada 

KUA tersebut atau KUA terdekat tidak dapat menghadiri peristiwa perkawinan 

dengan harus memperhatikan aspek keadilan. P4 dalam melaksanakan tugas 

menghadiri peristiwa perkawinan mendapatkan uang honor dan transport sesuai 

dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 600 

Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara 

                                                             
48

 Ibid., Bab IV 
49

 Ibid., Bab III. 
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Bukan Pajak Atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama 

Kecamatan.
50

 

Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4) dapat diberhentikan atau 

dinyatakan berhenti apabila:  

1. Meninggal dunia 

2. Mengundurkan diri 

3. Berpindah alamat di luar Kecamatan bersangkutan 

4. Habis masa berlaku tugasnya 

5. Diberhentikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atas 

dasar usul Kepala KUA Kecamatan.
51

 

                                                             
50

 Ibid., Bab V. 
51

 Ibid., Bab IV. 
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BAB III 

PENDAPAT KEPALA KUA KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN 

MENGENAI PERAN MODIN SEBAGAI PEMBANTU PEGAWAI 

PENCATAT NIKAH (P3N) 

 

A. Sekilas tentang KUA Kecamatan Taman Kota Madiun 

1. Profil KUA Kecamatan Taman Kota Madiun 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman menempati sebidang tanah 

wakaf seluas 790 m² dengan nadzhir yaitu Badan Kesejahteraan Masjid 

(BKM). Dimana tanah wakaf ini semula milik Pemerintah Kota Madiun yang 

diserahkan untuk pembangunan masjid dan kantor KUA. Dan luas bangunan 

KUA seluas 143 m²  yang lokasinya terletak di: 

a. Alamat   : Jl. Bhayangkara No. 1 

b. Kelurahan  : Banjarejo 

c. Kecamatan  : Taman 

d. Kota   : Madiun 

e. Provinsi  : Jawa Timur 

f. No. Telp  : 0351 - 498673 

g. Email  : kuatamanmadiun@gmail.com 

h. Kode Pos  : 63137
1
  

                                                             
1
 Data Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman Kota Madiun Tahun 2017. 
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Jaraknya ke Kantor Kecamatan 750 m, sedangkan dengan Kantor 

Kementerian Agama Kota Madiun sejauh 0,5 km. Jaraknya ke Pemerintah 

Kota Madiun sejauh 5 km.
2
 

Visi dan Misi KUA Kecamatan Taman Kota Madiun adalah: 

a. Visi:  

“Terwujudnya masyarakat Kecamatan Taman yang taat beragama, maju, 

sejahtera, saling menghormati sesama pemeluk agama.” 

b. Misi: 

1) Meningkatnya kualitas pelayanan KUA yang cepat, tepat, transparan. 

2) Meningkatnya tertib administrasi KUA yang akuntabel. 

3) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana. 

4) Meningkatnya kualitas manajemen wakaf, kepenyuluhan, dan bimbingan 

manasik haji. 

 

Periodesasi kepemimpinan KUA Kecamatan Taman Kota Madiun: 

a. Sukardi masa bakti 1985 – 1991 

b. Muh. Sahid, BA. masa bakti 1991 – 1996 

c. Jayadi masa bakti 1996 – 1999 

d. Mustafit Efendi, BA. masa bakti 1999 – 2001 

e. Kusnudin, S.Pd.I masa bakti 2001 – 2005 

f. H. Abdul Rosyid, S.Pd.I masa bakti 2005 – 2007 

g. Drs. H. Masrukin, MHI. masa bakti 2007 – 2010 

                                                             
2
 Ibid. 
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h. Muh. Arif Fauzi, S.Ag., MHI. masa bakti 2010 – 2014 

i. Arifin, MHI. masa bakti 2014 – 2017 

j. Kateman, S.Pd.I masa bakti 2017 – sekarang
3
 

  

Struktur KUA Kecamatan Taman Kota Madiun: 

a. Kepala KUA 

Nama : Kateman, S.Pd.I. 

NIP : 196109181987031001 

b. Penghulu KUA 

Nama : Achmad Zaenal Fanani, S.Ag., MHI. 

NIP :197706022005011002 

c. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan 

Nama : Wildan Mursid, S.Pd.I. 

NIP : 196302261984031002 

d. Pengolah Data 

Nama : Zumaroch Hikmawana, S.Sos. 

NIP : 196709061991032003 

e. Pengadministrasi Umum 

Nama : Mangsuryo Saleh 

NIP : 196905042014111007 

f. Pembantu Umum KUA 

Nama : Moch. Zazik Muarif 

                                                             
3
 Ibid. 
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NIP  : 196305032014111002 

g. Penyuluh Agama Islam 

Nama  : Siti Hamdanah, S.Ag.  

NIP  : 197205012007012024 

h. Penyuluh Agama Islam 

Nama  : Listya Siti Muntamah, S.Ag. 

NIP  : 197607052009012005  

i. Pengawas 

Di bawah pengawasan Kementerian Agama Kota Madiun
4
 

 

Pembantu PPN KUA Kecamatan Taman: 

a. Kelurahan Mojorejo: 

1) Ali Supangat 

2) M. Iskandar Dawud 

b. Kelurahan Pandean: 

1) H. A. Zaini 

2) Khotibin 

c. Kelurahan Banjarejo 

1) Pourin 

d. Kelurahan Kuncen 

1) Suprapto 

2) Yuwono 

                                                             
4
 Ibid. 
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e. Kelurahan Manisrejo 

1) Fatchulloh 

f. Kelurahan Kejuron 

1) Moch. Fadhil 

g. Kelurahan Josenan 

1) Suprapto 

2) Yuwono 

h. Kelurahan Demangan 

1) Slamet 

2) Slamet Mulyono 

i. Kelurahan Taman 

1) Sumaryono 

2) Agus Supriyanto
5
 

 

2. Letak Geografis dan Demografis Kecamatan Taman Kota Madiun 

Luas wilayah Kecamatan Taman adalah 10,73 km
2
. Ketinggian 

daerahnya adalah 63 meter di atas permukaan laut, sedangkan batas 

wilayahnya: 

a. Sebelah Utara  : Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun. 

b. Sebelah Timur  : Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. 

c. Sebelah Selatan : Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. 

d. Sebelah Barat  : Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.
6
 

                                                             
5
 Ibid. 
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Pembagian Wilayah Kelurahan di Kecamatan Taman, sebagai berikut:
7
 

a. Kelurahan Mojorejo luas wilayah 0,94 km
2
 

b. Kelurahan Pandean luas wilayah 0,81 km
2
 

c. Kelurahan Banjarejo luas wilayah 0,84 km
2
 

d. Kelurahan Kuncen luas wilayah 1,62 km
2
 

e. Kelurahan Manisrejo luas wilayah 1,21 km
2
 

f. Kelurahan Kejuron luas wilayah 2,03 km
2
 

g. Kelurahan Josenan luas wilayah 0,55 km
2
 

h. Kelurahan Demangan luas wilayah 1,77 km
2
 

i. Kelurahan Taman luas wilayah 0,96 km
2
 

 

B. Peran Modin Kecamatan Taman Kota Madiun sebagai Pembantu Pegawai 

Pencatat Nikah (P3N) 

Modin sebagai salah satu anggota masyarakat yang memiliki tugas 

penting, dimana membantu di bidang sosial, budaya dan agama di wilayah 

setempat. Namun kebanyakan modin identik dengan tugas membantu 

pengurusan jenazah. Selain tugas yang telah disebutkan, modin juga identik 

dengan tugas sebagai pembantu petugas pencatat perkawinan atau yang biasa 

dikenal dengan sebutan P3N. 

Penulis hanya mewawancarai 2 (dua) orang modin dari jumlah 

keseluruhan modin yang tersebar di wilayah Kecamatan Taman Kota Madiun, 

mengingat modin yang lain tidak bersedia untuk diwawancarai. 

                                                                                                                                                                       
6
 Data Profil Kecamatan Taman Kota Madiun Tahun 2017. 

7
 Ibid. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

52 
 

 
 

Bapak Sumaryono, salah satu modin Kecamatan Taman yang bertugas di 

wilayah Kelurahan Taman menjelaskan: 

“Modin itu dulunya ditunjuk oleh Kemenag (Kementerian Agama) untuk 

membantu masyarakat setempat di wilayahnya untuk pengurusan jenazah. 

Di Kota Madiun, modin adalah pangrok wilayon dimana tugasnya sebagai 

pengurus jenazah dan petugas kebersihan. Modin juga bisa disebut P3N di 

sini dan berlangsung sudah lama. Saya selama menjadi modin juga 

menjadi P3N. Jadi istilah modin disini selain membantu mengurus 

jenazah juga membantu masyarakat yang ingin menikah.”
8
 

Mengingat tugas modin yang begitu beragam, selain sebagai P3N, juga 

sebagai pemuka agama menyebabkan keberadaan modin ada karena kebutuhan 

yang sangat vital. Sehingga Kementerian Agama perlu mengaturnya secara jelas 

melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007. Dalam Pasal 1 Ayat 

(4)  bahwa P3N adalah anggota masyarakat tertentu yang diangkat oleh Kepala 

Kantor Departemen Agama kabupaten atau kota untuk membantu tugas PPN di 

desa tertentu yang berkedudukan di setiap desa atau pegawai pencatat nikah 

yang berkedudukan di setiap kecamatan yang di bawah struktur KUA.
9
 

Di wilayah Kecamatan Taman, P3N menjadi salah satu petugas yang 

penting dalam keterlibatannya dalam proses pencatatan perkawinan. P3N atau 

yang biasa masyarakat sebut sebagai modin terlibat mulai dari: 

1. Membantu/mengantar/mendampingi masyarakat Kecamatan Taman yang 

ingin mendaftarkan nikah/rujuk ke KUA Kecamatan Taman. 

2. Penyiapan dokumen/berkas yang diperlukan dalam tahap pendaftaran. 

Termasuk sebagai perantara antara masyarakat dengan Kelurahan setempat. 

                                                             
8
 Sumaryono, Modin Taman, Wawancara, Kelurahan Taman, 25 April 2019. 

9
 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. 
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3. Tahap pemeriksaan berkas untuk menghindari adanya kesalahan dalam 

penulisan nama calon pengantin dan wali nikah, termasuk status wali sudah 

sesuai dengan jalur nasabnya. Dan membantu memberikan informasi lebih dari 

yang bersangkutan kepada KUA Kecamatan Taman.  

4. Turut serta hadir dalam pelaksanaan akad nikah sampai terbitnya buku nikah 

bagi pasangan yang sudah menikah. 

5. Mencatat peristiwa perkawinan sebagai arsip untuk Kelurahan tempat tinggal 

suami/istri.
10

 

Peran modin diatas menjadikan modin sebagai petugas yang penting 

keberadaannya, dimana sebagai perantara antara KUA dan masyarakat 

Kecamatan Taman Kota Madiun. Dan kegiatan ini sudah menjadi kebiasaan di 

masyarakat, sehingga melekat dalam kegiatan masyarakat setempat. 

Modin dipekerjakan oleh masing-masing kelurahan di bidang kasi Kesos 

(Kesejahteraan Sosial) dimana bertugas di bidang sosial, budaya, dan agama. 

Sehingga eksistensi dari modin sebagai P3N sangat penting mengingat 

masyarakat setempat yang masih awam akan prosedur pengurusan berkas 

nikah/rujuk ke KUA dan awam mengenai Hukum Munakahat. Sehingga 

meminimalkan adanya kesalahan maupun pelanggaran, masyarakat memilih 

menggunakan jasa modin dalam membantu mengurus berkas nikah/rujuk ke 

KUA. Masyarakat kecamatan Taman yang tinggal di daerah perkotaan madiun 

dimana tingginya kesibukan masyarakat, sehingga tidak mempunyai waktu yang 

cukup hanya untuk sekedar mengurus berkas. Mereka menganggap dengan 

                                                             
10

 Sumaryono, Modin Taman, Wawancara, Kelurahan Taman, 25 April 2019. 
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menggunakan jasa modin lebih praktis dan menghemat waktu serta tenaga. 

Menyebabkan eksistensi modin sebagai P3N masih ada sampai sekarang. 

Bapak Slamet, salah satu modin Kecamatan Taman yang bertugas di 

wilayah Kelurahan Demangan menjelaskan: 

“Banyak masyarakat yang tidak tahu prosedur dalam mengurus berkas 

nikah, bahkan ada yang awam mengenai hukum perkawinan Islam. 

Ditambah masyarakat perkotaan seperti Madiun ini banyak yang tidak 

punya waktu untuk mengurus berkas-berkas nikah. Akhirnya datang 

kepada saya untuk meminta bantuan.”
11

 

Seiringnya berjalannya waktu, peraturan terkait pencatatan perkawinan 

terus diperbaharui. Dengan keluarnya salah satu peraturan yaitu Instruksi 

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 

tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) menegaskan 

bahwa rekomendasi pengangkatan P3N dari Kepala Seksi yang membidangi 

Urusan Agama Islam harus memperhatikan bahwa Kantor Urusan Agama 

Kecamatan tersebut masuk dalam tipologi D1 (daerah di pedalaman dan atau 

wilayah pegunungan) dan D2 (daerah terluar/perbatasan negara, dan atau 

kepulauan) yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama 

Provinsi dan tidak dapat dijangkau oleh Pegawai Pencatat Nikah Karena 

terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) dibanding dengan luas wilayah.
12

 

Instruksi tersebut diperbarui lagi dengan dikeluarkannya Keputusan 

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 977 Tahun 2018 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan. Pembantu PPN 

                                                             
11

 Slamet, Modin Demangan, Wawancara, KUA Kecamatan Taman, 23 April 2019. 
12

 Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 tentang 

Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). 
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(P3N) berganti istilah menjadi Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4). 

Dalam peraturan tersebut, P4 memiliki tugas membantu penghulu dalam 

menghadiri dan menyaksikan peristiwa perkawinan dengan memperhatikan P4 

berkedudukan di KUA Kecamatan tipologi D1 (daerah di pedalaman dan atau 

wilayah pegunungan) dan D2 (daerah terluar/perbatasan negara, dan atau 

kepulauan).
13

 

Sehingga KUA Kecamatan Taman Kota Madiun dimana termasuk dalam 

KUA tipologi A, maka sesuai dengan Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan 

Masyarakat Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu 

Pegawai Pencatat Nikah dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan 

Masyarakat Islam Nomor 977 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan, secara otomatis keberadaan dan 

kedudukan P3N sudah tidak ada atau tidak berlaku lagi di KUA Kecamatan 

Taman Kota Madiun. 

Selain itu, pemerintah Kota Madiun menerbitkan Surat Keputusan 

Walikota Madiun Tahun 2016 yang mengatur mengenai tugas modin hanya 

sebagai pengurus jenazah dan sebagai petugas kebersihan. Sehingga sejak SK 

tersebut keluar, modin yang dalam kesehariannya menjadi Pembantu Pegawai 

Pencatat Nikah (P3N) dan  membantu masyakarat dalam mengurus kehendak 

nikah dan ataupun rujuk terhenti secara yuridis. Sehingga kedua peraturan 

                                                             
13

 Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 977 Tahun 2018, Bab II. 
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tersebut membuat tugas modin sebagai pembantu PPN dalam kegiatan 

pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Taman tidak berlaku lagi.
14

 

Walaupun terhenti secara administratif, modin di Kota Madiun khususnya 

di Kecamatan Taman masih menjadi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). 

Modin tersebut bekerja secara sukarela tanpa mendapat gaji dari pemerintah 

daerah. Masyarakat menganggap peran modin dalam membantu masyarakat 

setempat masih dianggap penting. Hal ini didasari kebutuhan masyarakat terkait 

pencatatan perkawinan yang praktis dengan prosedur yang mudah dan cepat 

melalui perantara modin. Sehingga, mengingat keberadaan modin yang sudah ada 

sejak lama dan kebiasaan membantu masyarakat dalam mengurus pencatatan 

perkawinan, dinilai meringankan beban masyarakat. 

“Selama saya menjadi modin dari dulu sampai sekarang sudah menjadi 

kebiasaan masyarakat datang ke saya untuk meminta bantuan dalam 

mengurus berkas nikah. Karena kegiatan ini sudah melekat dan menjadi 

kebiasaan modin menangani nikah dengan membantu mengurus 

administrasi, mendampingi pendaftaran nikah sampai pelaksanaan akad 

nikah. Sekalipun tugas P3N sudah dihapus, saya masih membantu 

walaupun tidak dibayar sekalipun.”
15

 

 

C. Pendapat Kepala KUA Kecamatan Taman Kota Madiun mengenai Peran Modin 

sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) 

KUA Kecamatan Taman yang saat ini dikepalai oleh Bapak Kateman, 

S.Pd.I berpendapat modin berperan penting dalam membantu masyarakat dan 

KUA sebagai Pembantu PPN. Hal ini didasari dengan banyaknya angka 

perkawinan yang tinggi setiap tahunnya di daerah Kota Madiun menjadikan 

                                                             
14

 Ibid. 
15

 Slamet, Modin Demangan, Wawancara, KUA Kecamatan Taman, 23 April 2018. 
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KUA Kecamatan Taman masuk dalam KUA tipologi A dimana jumlah nikah 

atau rujuk di atas 100 peristiwa per bulan.
16

 

Kegiatan pencatatan perkawinan tidak lepas dari adanya pembantu PPN 

(P3N) atau yang biasa disebut dengan modin. Modin berperan sebagai P3N atau 

sekarang berdasarkan PMA 2018 tentang Pencatatan Perkawinan yang terbaru 

berganti nama menjadi Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4). Dimana 

modin ini bekerja di bidang pelayanan kasi Kesos (kesejahteraan sosial) di 

kelurahan yang ada Kecamatan Taman Madiun. Dan berdasarkan Peraturan 

Keputusan Dirjen Bimas Islam 2018 tentang P4 tidak berlaku di Kecamatan 

Taman, artinya secara aturan P3N/P4 tidak berlaku di Kota Madiun khususnya di 

KUA Kecamatan Taman. 

“P3N atau sekarang berdasarkan PMA 2018 yang terbaru berganti nama 

menjadi Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4), di Madiun 

biasanya dipegang oleh seorang modin. Dimana modin ini bekerja di 

bidang pelayanan kasi Kesos (kesejahteraan sosial) di kelurahan yang ada 

Kecamatan Taman Madiun. Dan berdasarkan Peraturan Keputusan Dirjen 

Bimas 2018 tentang P4 tidak berlaku di Kecamatan Taman, artinya secara 

aturan P3N/P4 tidak berlaku di Kota Madiun khususnya di KUA 

Kecamatan Taman.”
17

 

Sejak dulu modin yang dipilih oleh Depag (Departemen Agama; sekarang 

Kementerian Agama) bertugas sebagai pembantu KUA, peran modin sebagai 

pembantu PPN adalah membantu/mengantar/mendampingi masyarakat 

Kecamatan Taman yang ingin mendaftarkan nikah/rujuk ke KUA Kecamatan 

Taman. Dari mulai pendaftaran, pemeriksaan berkas, pelaksanaan akad nikah 

                                                             
16

 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama 

Kecamatan, Pasal 19. 
17

 Kateman, Kepala KUA Kecamatan Taman, Wawancara, KUA Kecamatan Taman, 23 April 

2019. 
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sampai terbitnya buku nikah bagi pasangan yang sudah menikah. Namun tidak 

semua masyarakat menggunakan jasa modin, hanya sebagian saja itupun sesuai 

kebutuhan. Secara mandiri ada yang datang ke KUA tanpa modin, KUA tetap 

melayani. 

Bapak Kepala KUA pun mengakui masyarakat sudah terbiasa 

menggunakan jasa modin dalam mengurus berkas nikah/rujuk. Dan kegiatan ini 

sudah melekat sejak lama dan menjadi kebiasaan disini. Namun karena sejak 

keluarnya peraturan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 

Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dimana P3N 

hanya berlaku di KUA yang berada di wilayah pedalaman dan perbatasan. 

Otomatis P3N di KUA Taman yang berada di wilayah Kota Madiun sudah tidak 

berlaku lagi. Didukung dengan salah satu SK Walikota tahun 2016 dimana modin 

hanya sebagai petugas pengurus jenazah dan petugas kebersihan. 

Walaupun secara aturan, modin sudah tidak boleh mengurus nikah namun 

kegiatan ini masih berlangsung sampai sekarang mengingat sudah menjadi 

kebiasaan dan melekat sejak dulu. Dalam aturan pemkot Madiun pernikahan 

ditangani oleh kaur Kesra atau sekarang namanya kasi Kesos di setiap kelurahan. 

Dalam administrasinya yang menghandle biasanya pegawai perempuan dan 

awam masalah hukum munakahat. Sehingga kasi Kesos tetap menyerahkan ke 

modin karena sudah lama terjun ke masyarakat sebagai P3N. Namun pemkot 

Madiun tetap tidak memberi tugas modin sebagai P3N. Sehingga 

pertanggungjawaban tugas modin berada di kasi Kesos, jikalau ada tuntutan di 

masa depan yang bertanggung jawab adalah kasi Kesos. 
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Bapak Kepala KUA berpendapat bahwa secara aturan modin sudah tidak 

diperbantukan di pengurusan nikah, namun realitanya masih dibutuhkan 

masyarakat. KUA merasa terbantukan dengan adanya modin. Sebab menjadi 

mediator antara KUA dengan masyarakat.
18

 

Mengingat mengurus berkas nikah/rujuk saat ini tidak semudah jaman 

dulu, karena sekarang serba teknologi. Saat ini setiap pernikahan harus masuk 

database SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah), sehingga harus lebih 

berhati-hati. Bagi masyarakat yang masih awam prosedur maupun hukumnya 

pasti akan ada kesulitan bahkan muncul penyimpangan. Karena hal ini berkaitan 

dengan kejelasan status calon pengantin maupun wali.  Dimana di Kota Madiun 

banyak terjadi pernikahan anak angkat dengan bukan wali nasab melainkan ayah 

angkatnya bertindak sebagai wali nikah. Mengakibatkan penghulu baru 

mengetahuinya ketika akan melaksanakan ijab qabul. Terlebih calon pengantin 

dan wali tidak datang ketika proses rafa’. Karena yang bersangkutan tidak datang 

bersama modin, sehingga KUA kecolongan. 

Akhirnya pihak KUA memutuskan untuk meminta pihak bersangkutan 

untuk mengajukan ke Pengadilan Agama untuk mengetahui kronologi atas 

riwayat nasab dari calon pengantin.  

“Pengadilan mengeluarkan amar putusannya mengembalikan wali ayah 

angkat kepada ayah nasabnya baru kami akan menikahkan sesuai dengan 

amar putusan dengan wali ayah nasabnya. Oleh karena itu, KUA merasa 

kesulitan dalam berinteraksi mencari informasi lebih selain dari yang 

bersangkutan.”
19

 

                                                             
18

 Ibid. 
19

 Ibid. 
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Maka dari itu, dengan adanya modin, ketika masyarakat menggunakan 

jasanya untuk membantu/mengantar/mendampingi masyarakat Kecamatan 

Taman yang ingin mendaftarkan nikah/rujuk ke KUA Kecamatan Taman. Dari 

mulai pendaftaran, pemeriksaan berkas, pelaksanaan akad nikah sampai terbitnya 

buku nikah bagi pasangan yang sudah menikah. Secara tidak langsung modin 

membantu mengawasi pencatatan perkawinan agar tertib aturan. 

“Ya mohon maaf, melihat masyarakat Madiun yang sibuk dan tidak punya 

waktu buat wira-wiri dari kelurahan/kecamatan atau ke KUA sehingga 

memilih cara praktis, serahkan ke modin beres. Walaupun tidak semua 

memakai jasa modin, tapi KUA merasa terbantu dengan masyarakat yang 

menggunakan jasa modin.” 
20

 

Bahkan Kepala KUA menyetujui jikalau modin diperbantukan kembali 

menjadi P3N, dengan alasan melihat KUA merasa terbantukan dengan adanya 

modin sebagai P3N. Demi mengawasi dan tertibnya aturan terkait pencatatan 

perkawinan di Indonesia. 

“Saya berharap adanya modin atau apapun namanya, siapapun orangnya 

yang sudah dilegalkan jabatan, fungsi beserta tupoksinya oleh Kelurahan 

maupun Pemerintah Daerah untuk membantu PPN dalam tugas 

pencatatan kehendak nikah dan ataupun rujuk. Namun, modin berhak 

menjadi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), mengingat mereka 

dianggap sudah tahu latar belakang masyarakat di wilayahnya. Sehingga 

dapat membantu KUA dalam mencari informasi masyarakat yang ingin 

melakukan pencatatan kehendak nikah dan ataupun rujuk di KUA. Untuk 

meminimalisasi adanya  pelanggaran yang dilakukan masyarakat kepada 

KUA dalam mengurus berkas nikah nantinya.”
21

 

                                                             
20

 Ibid. 
21

 Ibid. 
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BAB IV 

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENDAPAT KEPALA KUA 

KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN MENGENAI PERAN MODIN 

SEBAGAI PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH (P3N) 

 

A. Analisis Pendapat Kepala KUA Kecamatan Taman Kota Madiun mengenai Peran 

Modin sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) 

Modin sebagai salah satu anggota masyarakat yang memiliki tugas 

penting, dimana membantu di bidang sosial, budaya dan agama di wilayah 

setempat. Namun kebanyakan modin identik dengan tugas membantu 

pengurusan jenazah. Selain tugas yang telah disebutkan, modin juga identik 

dengan tugas sebagai pembantu petugas pencatat nikah atau yang biasa dikenal 

dengan sebutan P3N.  

Berdasarkan realita yang terjadi adalah modin di Kecamatan Taman Kota 

Madiun masih terlibat perannya sebagai Pembantu PPN (P3N). Menurut modin 

Kelurahan Taman yakni Bapak Sumaryono seorang Modin Kelurahan Taman 

menjelaskan bahwa Modin dulunya ditunjuk oleh Kemenag (Kementerian 

Agama) untuk membantu masyarakat setempat di wilayahnya untuk pengurusan 

jenazah. Di Kota Madiun, modin adalah pangrok wilayon dimana tugasnya 

sebagai petugas pengurus jenazah dan petugas kebersihan.
1
 Selain menjadi 

petugas pengurusan jenazah, modin yang sekarang bekerja di bawah naungan 

bidang Kasi Kesos (Kesejahteraan Sosial) di setiap kelurahan terlibat secara

                                                             
1
 Sumaryono, Modin Taman, Wawancara, Kelurahan Taman, 25 April 2019. 
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langsung dalam kegiatan pencatatan perkawinan yang ada di KUA Kecamatan 

Taman. 

Menurut modin Kelurahan Demangan yakni Bapak Slamet, Modin atau 

P3N bertugas membantu/mengantar/mendampingi masyarakat Kecamatan 

Taman yang ingin mendaftarkan nikah/rujuk ke KUA Kecamatan Taman. Dari 

mulai pendaftaran, pemeriksaan berkas, pelaksanaan akad nikah sampai terbitnya 

buku nikah bagi pasangan yang sudah menikah.
2
 Memang, secara aturan jika 

dilihat dari hukum positif Indonesia, tidak ada aturan yang mengatakan bahwa 

saat pelaksanan perkawinan yang dilakukan oleh PPN harus didampingi oleh P3N 

atau Modin, karena dalam praktek P3N hanyalah kepanjangan tangan dari PPN 

itu sendiri. Jadi secara tegas yang berhak melaksanakan tugas pencatatan 

perkawinan adalah tugas PPN. Modin hanya sebatas membantu masyarakat 

dalam mengurus berkas kehendak nikah/rujuk ke KUA dan membantu KUA 

dalam menjembatani KUA dengan masyarakat setempat. 

Dinamika masyarakat perkotaan Madiun yang sibuk dan padat, 

menyebabkan tidak memiliki banyak waktu hanya untuk mengurus berkas pra-

nikah. Masyarakat memilih menggunakan jasa modin/P3N untuk membantu 

dalam mengurus berkas pra-nikah. Mereka mengganggap dengan menggunakan 

modin dapat menghemat tenaga serta waktu. Didukung banyaknya masyarakat 

yang masih awam masalah administrasi prosedur pendaftaran pra-nikah serta 

hukum munakahat, dan demi menghindari adanya kesalahan prosedur jikalau 

                                                             
2
 Slamet, Modin Demangan, Wawancara, KUA Kecamatan Taman, 23 April 2019. 
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masyarakat mengurus sendiri tanpa modin sehingga masyarakat lebih memilih 

menggunakan jasa modin demi kepraktisan. 

Namun seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, 

pembaharuan hukum terus terjadi. Dalam sebuah peraturan yaitu Instruksi 

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 

tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) menegaskan 

bahwa rekomendasi pengangkatan P3N dari Kepala Seksi yang membidangi 

Urusan Agama Islam harus memperhatikan bahwa Kantor Urusan Agama 

Kecamatan tersebut masuk dalam tipologi D1 (daerah di pedalaman dan atau 

wilayah pegunungan) dan D2 (daerah terluar/perbatasan negara). Sehingga KUA 

Kecamatan Taman Kota Madiun dimana termasuk dalam KUA tipologi A, maka 

sesuai dengan Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 

DJ.II/I Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, 

secara otomatis keberadaan dan kedudukan P3N sudah tidak ada atau tidak 

berlaku lagi di KUA Kecamatan Taman Kota Madiun. 

Selain itu, pemerintah Kota Madiun menerbitkan Surat Keputusan 

Walikota Madiun Tahun 2016 yang mengatur mengenai tugas modin hanya 

sebagai pengurus jenazah dan sebagai petugas kebersihan. Sehingga sejak SK 

tersebut keluar, modin yang dalam kesehariannya menjadi Pembantu Pegawai 

Pencatat Nikah (P3N) dan membantu masyakarat dalam mengurus kehendak 

nikah dan ataupun rujuk terhenti secara yuridis. Sehingga kedua peraturan 
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tersebut membuat tugas modin sebagai pembantu PPN dalam kegiatan 

pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Taman tidak berlaku lagi.
3
 

Namun realita yang terjadi, modin di Kecamatan Taman Kota Madiun 

masih melakukan tugasnya sebagai Pembantu P3N. Banyaknya masyarakat yang 

tidak mengetahui peraturan yang terbaru, menyebabkan masyarakat masih 

menggunakan jasa modin dalam mengurus berkas pra-nikah. Menggunakan jasa 

modin sebagai P3N sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Kota Madiun. Dan 

kebiasaan yang terus dijalankan dan berlangsung sejak lama cukup sulit untuk 

dihilangkan. Mengingat dinamika penduduk Kota Madiun yang sibuk dan padat 

menyebabkan masyarakat lebih menggunakan jasa modin daripada mengurus 

secara mandiri. Sehingga apa yang dilakukan modin Kecamatan Taman saat ini 

tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. 

Secara antropologis, modin dianggap sebagai “dewa penolong” yang 

sangat berjasa dalam membantu dan mengurus segala keperluan perkawinan 

yang kini tidak mungkin dilakukan oleh keluarga calon pengantin. Tugas modin 

yang juga mengerjakan kebutuhan sosial keagamaan masyarakat dari kebutuhan 

saat kelahiran hingga kematian, makin menempatkannya pada posisi yang sangat 

istimewa di masyarakat.
4
 

Sehingga kegiatan modin sebagai Pembantu PPN (P3N), atau yang dalam 

Peraturan Menteri Agama Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan berganti 

istilah menjadi Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4) masih dibutuhkan 

                                                             
3
 Ibid. 

4
 I Nyoman Yoga Sadewa, “Modin sebagai Patronase Perkawinan di Kota Semarang, Sebuah 

Tinjauan Antropologi Budaya”, Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius, Volume 16 

Nomor 1 (Juli, 2017), 170. 
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masyarakat dan Kantor KUA Kecamatan Taman. Dimana Kepala KUA 

Kecamatan Taman Kota Madiun yakni, Pak Kateman beranggapan bahwa modin 

berperan penting dalam membantu masyarakat dan KUA sebagai P3N/P4. Sebab 

menjadi mediator (menjembatani) antara KUA dengan masyarakat. Sehingga 

keberadaan modin sebagai Pembantu PPN (P3N/P4) masih dibutuhkan 

masyarakat dan KUA.
5
 

Kepala KUA beranggapan dengan masyarakat datang mengurus berkas 

kehendak nikah/rujuk ke KUA dengan didampingi modin lebih baik ketimbang 

masyarakat mengurus secara mandiri. Dimana KUA dapat mengetahui informasi 

tambahan mengenai latar belakang calon pengantin dan wali selain dari yang 

bersangkutan melalui modin. Bilamana yang bersangkutan tidak menghadiri 

proses rafa’ sehingga KUA dapat mengandalkan modin yang berada dalam 

wilayah kerja yang bersangkutan. Hal ini beralasan, modin dianggap mengetahui 

masyarakat yang ada di wilayahnya, dimana menjadi nilai tambah atas tugas 

modin sebagai P3N/P4. Hal ini bukan tanpa sebab, mengingat masih adanya 

masyarakat yang masih awam terkait prosedur pendaftaran berkas nikah/rujuk 

maupun hukum munakahat. Sehingga menjadi langkah antisipasi KUA terhadap 

pelanggaran terkait pencatatan perkawinan di masa depan. 

Dalam pengurusan berkas pra-nikah yang serba berteknologi digital dan 

tidak semudah jaman dahulu karena saat ini pencatatan dilakukan melalui akses 

database SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah). Tugas KUA terutama 

Penghulu dalam proses pencatatan perkawinan pun lebih bertambah waspada dan 

                                                             
5
 Kateman, Kepala KUA Kecamatan Taman, Wawancara, KUA Kecamatan Taman, 23 April 

2019. 
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penuh kehati-hatian dalam menginput data ke database SIMKAH (Sistem 

Informasi Manajemen Nikah). Hal ini bermaksud, demi terciptanya ketertiban 

administrasi dan hukum. 

Disertai dengan dinamika masyarakat Kota Madiun yang sibuk dan padat 

menyebabkan masyarakat lebih memilih menggunakan jasa modin dalam 

mengurus berkas kehendak nikah/rujuk dengan alasan kepraktisan. Walaupun 

tidak semua menggunakan jasa modin, namun modin masih tetap dibutuhkan 

hingga saat ini. Karena sudah menjadi kebiasaan sejak lama masyarakat datang 

ke KUA menggunakan jasa modin dalam mengurus berkas pra-nikah.
6
 

Maka dari itu, dengan adanya modin, ketika masyarakat menggunakan 

jasanya untuk membantu/mengantar/mendampingi masyarakat Kecamatan 

Taman yang ingin mendaftarkan nikah/rujuk ke KUA Kecamatan Taman. Dari 

mulai pendaftaran, pemeriksaan berkas, pelaksanaan akad nikah sampai terbitnya 

buku nikah bagi pasangan yang sudah menikah. Secara tidak langsung modin 

membantu mengawasi pencatatan perkawinan agar tertib aturan dan hukum yang 

berlaku. 

 

B. Analisis Yuridis terhadap Pendapat Kepala KUA Kecamatan Taman Kota 

Madiun mengenai Peran Modin sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah 

(P3N) 

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Kepala KUA Kecamatan Taman 

Kota Madiun bahwa modin berperan penting dalam membantu masyarakat dan 

KUA sebagai Pembantu PPN. Beliau beranggapan dengan adanya modin sebagai 

                                                             
6
 Ibid. 
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Pembantu PPN (P3N/P4) dapat menjadi mediator (menjembatani) antara 

masyarakat dengan KUA. Dimana KUA Kecamatan Taman sendiri masuk dalam 

KUA tipelogi A yang jumlah pendaftaran nikah/rujuk di atas 100 peristiwa per 

bulan. Walaupun secara aturan yuridis modin sudah tidak diperbantukan di 

pengurusan nikah, namun realitanya masih dibutuhkan masyarakat. Serta, 

menjadi kebiasaan yang sudah melekat sejak lama menggunakan jasa modin 

dalam mengurus berkas kehendak nikah/rujuk ke KUA. Dengan adanya modin 

dalam membantu masyarakat mendaftarkan kehendak nikah/rujuk ke KUA secara 

tidak langsung dapat membantu mengawasi pencatatan perkawinan agar tertib 

aturan hukum yang berlaku.
7
 

Pendapat Bapak Kepala KUA diatas menurut penulis jelas tidak sesuai 

dengan aturan yang berlaku saat ini, yakni Keputusan Direktur Jenderal 

Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 977 Tahun 2018 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan, serta Instruksi Direktur 

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 tentang 

Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Dimana Pembantu PPN 

(P3N) atau yang saat ini dikenal dengan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan 

(P4) dan biasa dikenal dengan istilah modin di masyarakat, tidak berlaku di 

daerah perkotaan maupun pedesaan. Melainkan hanya berlaku di KUA 

                                                             
7
 Kateman, Kepala KUA Kecamatan Taman, Wawancara, KUA Kecamatan Taman, 23 April 

2019. 
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Kecamatan dengan tipologi D1 (daerah di pedalaman dan atau wilayah 

pegunungan) dan D2 (daerah terluar/perbatasan negara, dan atau kepulauan).
8
 

Berlakunya peraturan tersebut dengan melihat faktor wilayah perkotaan 

maupun pedesaan mudah dijangkau wilayahnya oleh Petugas Pencatat Nikah. 

Serta masyarakat yang ada di daerah perkotaan maupun pedesaan dianggap 

mengetahui dan paham mengenai prosedur dalam mengurus berkas kehendak 

nikah/rujuk ke KUA Kecamatan setempat. Demi menghindari adanya pungutan 

yang dilakukan oleh Pembantu PPN diluar biaya administrasi nikah/rujuk kepada 

masyarakat setempat. 

Keberadaan modin sebagai Pembantu PPN (P3N) di Kota Madiun jelas 

menyalahi aturan lainnya yakni, Surat Keputusan (SK) Walikota Madiun Tahun 

2016 yang mengatur mengenai tugas modin hanya sebagai pengurus jenazah dan 

sebagai petugas kebersihan (pangrok wilayon). Oleh karena itu, keberadaan 

modin yang berperan sebagai Pembantu PPN (P3N) di Kecamatan Taman Kota 

Madiun saat ini tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. 

Hal ini patut menjadi problematika di masyarakat, mengingat peran 

modin sebagai Pembantu PPN (P3N/P4) sudah ada sejak lama dan menjadi 

kebiasaan masyarakat Kota Madiun dalam hal mengurus berkas pra-nikah ke 

KUA setempat. Modin yang dalam kesehariannya membantu masyarakat di 

wilayahnya untuk membantu/mengantar/mendampingi masyarakat Kecamatan 

Taman yang ingin mendaftarkan nikah/rujuk ke KUA Kecamatan Taman. Dari 

mulai pendaftaran, pemeriksaan berkas, pelaksanaan akad nikah sampai terbitnya 

                                                             
8
 Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 977 Tahun 2018, Bab II. 
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buku nikah bagi pasangan yang sudah menikah. Selain itu modin juga membantu 

dalam kegiatan sosial keagamaan di lingkungan masyarakat dengan diawasi 

tugasnya oleh Kasi Kesos (Kesejahteraan Sosial) di kelurahan masing-masing.
9
 

Selain itu, dinamika masyarakat Kota Madiun yang sibuk dan padat 

membuat sebagian besar masyarakat menggunakan jasa modin dalam mengurus 

berkas pra-nikah. Masyarakat menganggap dengan menggunakan jasa modin 

menjadi lebih praktis dan menghemat waktu dan tenaga. Di samping itu, 

masyarakat masih awam mengenai prosedur pendaftaran kehendak nikah dan 

hukum munakahat menyebabkan masyarakat lebih memilih menggunakan jasa 

modin daripada mengurus secara mandiri, demi terhindar dari adanya kesalahan 

maupun pelanggaran di kemudian hari. Sehingga eksistensi modin sebagai 

P3N/P4 masih tetap ada hingga sekarang. Walaupun secara yuridis tugas modin 

sebagai P3N/P4 sudah tidak berlaku lagi di wilayah Kecamatan Taman Kota 

Madiun. 

Kepala KUA beranggapan dengan masyarakat datang mengurus berkas 

kehendak nikah/rujuk ke KUA dengan didampingi modin lebih baik ketimbang 

masyarakat mengurus secara mandiri. Hal ini beralasan KUA dapat mengetahui 

informasi tambahan mengenai latar belakang calon pengantin dan wali, kaitannya 

mengenai kejelasan status dari yang bersangkutan melalui modin. Modin 

dianggap mengetahui masyarakat yang ada di wilayahnya, dimana menjadi nilai 

tambah atas tugas modin sebagai P3N/P4. Hal ini bukan tanpa sebab, mengingat 

masih adanya masyarakat yang masih awam terkait prosedur pendaftaran berkas 

                                                             
9
 Slamet, Modin Demangan, Wawancara, KUA Kecamatan Taman, 23 April 2019. 
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nikah/rujuk maupun hukum munakahat. Sehingga menjadi langkah antisipasi 

KUA terhadap pelanggaran terkait pencatatan perkawinan di masa depan. 

Berdasarkan alasan Kepala KUA Kecamatan Taman Kota Madiun diatas, 

penulis setuju. Mengingat jumlah peristiwa nikah/rujuk di KUA Kecamatan 

Taman yang cukup tinggi, dengan adanya modin yang membantu KUA sebagai 

Pembantu PPN (P3N/P4) ikut serta dalam mengawasi pencatatan perkawinan 

agar tertib aturan hukum yang berlaku. Dengan melihat pada Keputusan Menteri 

Agama Nomor 298 Tahun 2003 menetapkan adanya pemuka agama setempat 

yang ditunjuk untuk melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam, 

berkoordinasi dengan instansi terkait dan lembaga yang ada dalam masyarakat 

dengan sebutan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) atau yang disingkat 

Pembantu PPN.
10

 Serta, dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007. 

Dalam Pasal 1 Ayat (4)  bahwa P3N adalah anggota masyarakat tertentu yang 

diangkat oleh Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten atau kota untuk 

membantu tugas PPN di desa tertentu yang berkedudukan di setiap desa atau 

pegawai pencatat nikah yang berkedudukan di setiap kecamatan yang di bawah 

struktur KUA.
11

 

Sehingga tidak dapat dipungkiri peran modin sebagai Pembantu PPN 

(P3N) di masyarakat Kecamatan Taman Kota Madiun sangatlah penting. 

Terlebih kegiatan modin dalam membantu masyarakat yang ingin mengurus 

berkas pra-nikah, maupun kebutuhan masyarakat akan adanya seseorang yang 

                                                             
10

 Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah. 
11

 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. 
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dapat meringankan pekerjaan mereka hingga menjadi suatu kebiasaan, dan terus 

melekat dalam kegiatan masyarakat setempat.  

Oleh karena itu, melihat pentingnya peran modin sebagai Pembantu PPN 

(P3N/P4) di wilayah Kecamatan Taman Kota Madiun, modin berhak ditugaskan 

kembali menjadi Pembantu PPN (P3N/P4) dalam membantu masyarakat yang 

ingin mengurus berkas kehendak nikah/rujuk ke KUA Kecamatan Taman Kota 

Madiun. Dan Pemerintah harus memperhatikan, menghargai dan 

mempertimbangkan betapa pentingnya tugas dan fungsi P3N/P4 di lingkungan 

masyarakat daerah perkotaan, dengan mengkaji ulang peraturan yang berkaitan 

dengan jabatan Pembantu PPN (P3N) atau yang saat ini dikenal dengan istilah 

Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4). Demi menciptakan tertibnya 

aturan terkait pencatatan perkawinan di Indonesia. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan pada bab-bab 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Kepala KUA Kecamatan Taman Kota Madiun berpendapat bahwa modin 

berperan penting dalam membantu masyarakat dan KUA sebagai Pembantu 

PPN (P3N). Adanya modin dapat menjadi mediator (menjembatani) antara 

masyarakat dengan KUA. Mengingat sudah menjadi kebiasaan yang melekat 

sejak lama menggunakan jasa modin dalam mengurus berkas kehendak 

nikah/rujuk ke KUA.Adanya modin yang membantu masyarakat mendaftarkan 

kehendak nikah/rujuk ke KUA secara tidak langsung membantu mengawasi 

pencatatan perkawinan agar tertib aturan hukum yang berlaku. 

2. Secara yuridis, pendapat Kepala KUA Kecamatan Taman Kota Madiun jelas 

menyalahi aturan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam 

Nomor 977 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai 

Pencatat Perkawinan, karena P3N/P4 sudah tidak berlaku lagi di wilayah KUA 

Kecamatan Taman Kota Madiun. Akan tetapi, melihat peran modin yang 

sangat berjasa dalam membantu masyarakat dalam mengurus berkas kehendak 

nikah/rujuk ke KUA serta sudah menjadi kebiasaan yang melekat sejak lama. 

Maka, modin berhak ditugaskan kembali menjadi Pembantu PPN (P3N/P4).
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B. SARAN 

Diharapkan instansi Pemerintah untuk mengkaji ulangperaturan yang 

berkaitan dengan jabatan Pembantu PPN (P3N) atau yang saat ini dikenal dengan 

istilah Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4). Dan agar tidak terjadi 

penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan perlu adanya pemahaman dan 

sosialisasi terhadap masyarakat tentang tupoksi Pembantu PPN (P3N/P4) pasca 

berlakunya aturan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam 

Nomor 977 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai 

Pencatat Perkawinan. Demi menciptakan tertibnya peristiwa pencatatan 

perkawinan di Indonesia. Semoga saran dari penulis bermanfaat bagi 

perkembangan ilmu hukum di Indonesia dan pelaksanaan hukum di masyarakat. 
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